MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan
yang efektif dan efisien guna mencapai organisasi yang
menghasilkan  kinerja sesuai dengan tujuan
pembentukannya, perlu menyusun peta proses bisnis
antar unit organisasi di lingkungan Kementerian
Perindustrian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor
107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Proses Bisnis antar Unit Organisasi di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68356);
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
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6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020
tentang Rencana Stategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1450);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis antar unit organisasi di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut
Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian adalah
diagram yang menggambarkan tata hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi di
lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1) Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian terdiri

atas:

a. peta proses;

b. peta sub-proses;
c. peta relasi; dan
d. peta lintas fungsi.

(2) Ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis Kementerian
Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian
dalam melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing harus mengacu kepada Peta Proses
Bisnis Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 604

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG PROSES BISNIS ANTAR UNIT
ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Peta Proses

Peta proses terdiri atas 3 (tiga) komponen induk, yaitu:

1. proses utama;

2. proses pendukung; dan

3. proses manajerial,

sebagaimana tergambar dalam peta proses sebagai berikut.

— TROGES UTANA .
Peningkatan Daya Saing dan [ Penguatan Implementasi Making

o Kemandirmn Industrl =i S Indonesm‘l 0 :
PERIN e oo SRR i
. Peningkatan Kemampuan Industri PERIN.04
- Barang dan Jasa serta Industri Halal | Perluasan Penguasaan Pasar Industri s
___ Dalam Negeri i

Penguatan Kemmusahaan dan
!ndusm Kecil dan Menes 1gah

PRosnerNDUKUNG
PERIN.O7 : PERIN.O8

- Penyediaan Regulasi Pembangunan Peningkatan Sistem Informasi
____ Industriyang Efekeif Industri yang Berkualitas
R PROSES MANMERmL T SEREREY

PERIN.09 PERIN. 10

Pengawasan Internal yang Efektif = Peningkatan Kemampuan ASN yang
dan Eﬁmen g meesmnal dan - Berkepribadian

et Seishiay v
P‘ERIN 11

o PERIN.12 '
- Peningkatan Birokrasi yang Efektif, : ¥ il B
| Efisien, dan Berorientasi pada . Peningkatan Kualitas dan Efektivitas

Layanan Prima | Tty e B ourrur

PERIN.O6
Pemerataan Peraebnmn Inclustn

Proses utama merupakan proses yang meliputi bisnis utama (core

business) dan menciptakan aliran nilai utama Kementerian

Perindustrian. Proses utama mempunyai kontribusi terhadap peran

secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan

berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian Perindustrian

(pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis). Dalam peta

proses terdapat 6 (enam) proses utama, yaitu:

1. PERIN.O1 Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri;

2. PERIN.O2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;

3. PERIN.0O3 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa
serta Industri Halal Dalam Negeri;

4. PERIN.O4 Perluasan Penguasaan Pasar Industri;

5. PERIN.O5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan
Menengah; dan

6. PERIN.O6 Pemerataan Persebaran Industri.

Proses pendukung merupakan proses penopang secara langsung

terselenggaranya dan keberhasilan dari proses utama. Dalam peta

proses terdapat 2 (dua) proses pendukung, yaitu:

1. PERIN.O7 Penyediaan Regulasi Pembangunan Industri yang
Efektif; dan

2. PERIN.O8 Peningkatan Sistem Informasi Industri yang Berkualitas.
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Proses manajerial merupakan proses yang mengelola operasional atau

mengendalikan suatu sistem sebagai dukungan manajemen dan

pengawasan untuk memastikan bahwa proses utama dan proses

pendukung berjalan dengan baik. Dalam peta proses terdapat 4 (empat)

proses manajerial, yaitu:

1. PERIN.09 Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;

2. PERIN.10 Peningkatan Kemampuan ASN yang Profesional dan
Berkepribadian;

3. PERIN.11 Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan
Berorientasi pada Layanan Prima; dan

4. PERIN.12 Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan
Kinerja dan Program.

Peta Sub-proses
Peta sub-proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang
menggambarkan serangkaian aktivitas sebagai bagian dari proses dan
memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses induknya. Peta sub-
proses menggambarkan keterhubungan antara satu proses dengan
proses lainnya.
1. PERIN.O1 Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri terdiri
atas sub-proses:
a. PERIN.01.01 Peningkatan Teknologi Proses Produksi;
b. PERIN.01.02 Pembangunan Tenaga Kerja Industri Pengolahan
Nonmigas;
c. PERIN.01.03 Penciptaan Iklim Usaha dan Investasi yang
Kondusif dan Kompetitif; dan
d. PERIN.01.04 Peningkatan Implementasi Industri Hijau,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:

PERIN.O1 Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri —

PERIN.O1.02
HIRINOT.00 Pembangunan Tenaga

‘I—b Peningkatan Teknologi Kerja Industri PERIN.O3

Proses Produksi Pengolahan Nonmigas Peningkatan
N Kemampuan Industri
Barang dan Jasa
Serta Industri Halal
Dalam Negeri

PERIN.02 Penguatan
Implementasi Making ==
Indonesia 4.0

PERIN.D1.03
Penciptaan [klim
Usaha dan Investasi
Yang Kondusif dan
Kompetitif

FERIN.01.04
Peningkatan
Implementasi Industri
Hijau

2. PERIN.O2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 terdiri

atas sub-proses:

a. PERIN.02.01 Peningkatan Industri yang Bertransformasi
Menuju Industri 4.0;

b. PERIN.02.02 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;
dan

c. PERIN.02.03 Pengembangan Kompetensi SDM Industri 4.0,

sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



PERIN.02 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

PERIN.02.01
Peningkatan Industri
Yang Bertransformasi
Menuju Industri 4.0

PERIN.02.02
Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Industri

PERIN.02.03
Pengembangan
Kompetensi SDM
Industri 4.0

PERIN.O1 Peningkatan
Daya Saing dan
Kemandirian Industri

v

PERIN.O3 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta
Industri Halal Dalam Negeri terdiri atas sub-proses:

PERIN.03.01 Pemanfaatan Produk Dalam Negeri;

PERIN.03.02 Perbaikan Rantai Pasok Industri;

PERIN.03.03 Pemberdayaan Industri Halal;

PERIN.03.04 Pengembangan Standardisasi Industri; dan
PERIN.03.05 Peningkatan Kemampuan Perusahaan Jasa

>0 T

Industri,

sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:

PERIN.OS Penguatan
Kewirausahaan dan

PERIN.03 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta
Industri Halal Dalam Negeri

Industri Kecil dan
Menengah

PERIN.03.01

Dalam Negeri

Pemanfaatan Produk

PERIN.03.02
Perbaikan Rantai
Pasok Industri

PERIN.03.03
Pemberdayaan
Industri Halal

PERIN.03.04
Pengembangan
Standardisasi Industri

PERIN.03.05
Peningkatan
Kemampuan
Perusahaan Jasa
Industri

PERIN.O4 Perluasan Penguasaan Pasar Industri terdiri atas sub-
proses:
PERIN.04.01 Promosi Industri Internasional;
PERIN.04.02 Kerja Sama Internasional; dan
PERIN.04.03 Hilirisasi Industri,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:

a.
b.
C.



PERIN.04 Perluasan Penguasaan Pasar Industri

PERIN.04.01
Promosi Industri
Internasional

PERIN.04.02
Kerja Sama
Internasional

PERIN.04.03

Hilirisasi Industri

PERIN.O1
Peningkatan Daya
Saing dan
Kemandirian Industri

PERIN.OS Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan
Menengah terdiri atas sub-proses:
PERIN.05.01 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil

a.

b.

dan Menengah; dan

PERIN.05.02 Pemberian Fasilitas Industri Kecil dan Menengah,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:

PERIN.05 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah

PERIN.05.01
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Industri
Kecil dan Menengah

PERIN.05.02
Pemberian Fasilitas
Industri Kecil dan
Menengah

v

PERIN.O3 Peningkatan
Kemampuan Industri
Barang dan Jasa Serta
Industri Halal Dalam
Negeri

PERIN.O6 Pemerataan Persebaran Industri terdiri atas sub-proses:
PERIN.06.01 Pengembangan Kawasan Industri;
PERIN.06.02 Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan

a.

b.

C.
d.
e.

Industri;

PERIN.06.03 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
PERIN.06.04 Pengembangan Kawasan Tertentu; dan
PERIN.06.05 Penyebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



PERIN.O6 Pemerataan Persebaran Industri

FERIN.06.01
Pengembangan
Kawasan Industri

PERIN.06.02
Pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri

PERIN.O1 PERIN.O5
Peningkatan Daya Penguatan
Saing dan | PERIN.06.03 Kewirausahaan
Kemandirian Pengembangan PERIN.06.04 dan Industri Kecil
Industri Kawasan Peruntukan Pengenatian gurs dan Menengah
idistd Kawasan Tertentu

PERIN.06.05
Penyebaran Sentra
Industri Kecil dan
Menengah

PERIN.O7 Penyediaan Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

terdiri atas sub-proses:

a. PERIN.07.01 Penyediaan Kebijakan Bidang Industri; dan

b. PERIN.07.02 Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Regulasi,

sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:

PERIN.07 Penyediaan Regulasi Pembangunan Industri Yang Efektif

PERIN.07.02
Peningkatan Sistem
Monitoring dan
Evaluasi Regulasi

PERIN.07.01
Penyediaan Kebijakan
Bidang Industri

PERIN.O8 Peningkatan Sistem Informasi Industri Yang Berkualitas
terdiri atas sub-proses:

PERIN.08.01 Penyelenggaran  Sistem  Informasi  Industri,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



PERIN.O8 Peningkatan Sistem Informasi Industri Yang Berkualitas

PERIN.08.01
Penyelenggaraan
Sistem Informasi

Industri

9. PERIN.09 Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien terdiri atas
sub-proses:
PERIN.09.01 Pemantauan Sistem Pengendalian Internal,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:

PERIN.09 Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

PERIN.09.01
Pemantauan Sistem
Pengendalian Internal

10. PERIN.10 Peningkatan Kemampuan Aparatur Sipil Negara yang
Profesional dan Berkepribadian terdiri atas sub-proses:
a. PERIN.10.01 Pengembangan ASN; dan
b. PERIN.10.02 Pembinaan ASN,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:
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PERIN. 10 Peningkatan Kemampuan ASN Kementerian Perindustrian
Yang Profesional dan Berkepribadian

PERIN.10.01 PERIN.10.02
Pengembangan ASN Pembinaan ASN

11. PERIN.11 Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan
Berorientasi pada Layanan Prima terdiri atas sub-proses:
PERIN.11.01 Pelaksanaan Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan
Efisien, sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai
berikut:

PERIN.11 Peningkatan Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi
Pada Layanan Prima

PERIN.11.01
Pelaksanaan Tata
Kelola Kementerian
Yang Efcktif dan
Efisien

12. PERIN.12 Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan
Kinerja dan Program terdiri atas sub-proses:
a. PERIN.12.01 Perencanaan Pembangunan Industri;
b. PERIN.12.02 Perencanaan Kinerja dan Program;
c. PERIN.12.03 Monitoring dan Evaluasi Program, Kinerja, dan
Pembangunan Industri,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:
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dan Program

PERIN. 12 Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Kinerja

PERIN.12.01
Perencanaan
Pembangunan Industri

PERIN.12.02
Perencanaan Kinerja
dan Progam

PERIN.12.03
Monitoring dan
Evaluasi Program,
Kinerja, dan
Pembangunan Industri

Peta Relasi

Peta relasi merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan
siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang
tergambarkan pada peta proses.

Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang terlibat dalam
setiap proses sebagaimana tergambar dalam peta relasi sebagai berikut:

FERIN.01

| BFSDMI ILMATE H BSKJI | | BPSDMI H ILMATE H BSILT ‘ F4DN || FFIH || IKFT ‘l BPEDMI ‘

| IKFT ” KPAI || IEMA AGRO | IKFT || KPAI || IEMA ” AGRO AGRO ‘l TKMA I ILMATE | BSEN ‘

FERIN.04

UTAMA

| KPAIl H ILMATE H IKFT |

IKMA AGRO
| ILMATE

FI N.OG

PENDUKUNG

FERIN.11

ITJEN [LMATE KFPAI AGRO SETJEN || ILMATE AGRO SETJEN || ILMATE KPAIT AGRO SETJEN || ILMATE KPAIT AGRO

BFSDMI BSKIT IEMA IKFT BPSDMI BSEJI IKFT BPSDMI BSEII IKMA IKFT BPSDMI BSEJI IEMA IKFT

BET- FUSDA-
JEN TIN

PUSDA-
TIN

PUSDA-
TIN

PUSDA-

MANAJERIAL

P4DN PFIH PADN ITJEN P4DN PPIH [TJEN P4DN PPIH ITJEN

Penanggung
jeeab utama

Keterangan:

1. AGRO adalah Direktorat Jenderal Industri Agro;

2. IKFT adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan
Tekstil;

3. ILMATE adalah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika;

4. IKMA adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan
Aneka;

5. KPAIl adalah Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan
Akses Industri Internasional;

6. SETJEN adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;



7.
8.
9.

10.
11.

12.

- 12 -

ITJEN adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
BSKJI adalah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
BPSDMI adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Industri ;

PUSDATIN adalah Pusat Data dan Informasi;

P4DN adalah Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
dan

PPIH adalah Pusat Pemberdayaan Industri Halal.

Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi merupakan peta yang menggambarkan rangkaian
kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu
proses kerja klerikal. Peta lintas fungsi didasarkan pada peta sub-proses
dan peta relasi. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 153 (seratus lima
puluh tiga) peta lintas fungsi dari 12 (dua belas) peta sub-proses dengan
keterangan singkatan sebagai berikut:

1.
2.

Menteri adalah Menteri Perindustrian;

Ditjen Sektor adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat
Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;

Ditjen KPAII adalah Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan,
dan Akses Industri Internasional;

Ditjen IKMA adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah,
dan Aneka; dan

Pusat P3DN adalah Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri.

Gambar peta lintas fungsi sebagai berikut:



1.
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a. PERIN.01.01.PLF.01 Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri;

Sub-proses PERIN.01.01 Peningkatan Teknologi Proses Produksi terdiri atas 3 (tiga) peta lintas fungsi sebagai berikut:

PERIN.01.01.PLF.01 Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri
Menerima laporan
Pe;iz;;:anaan Menerima laporan l;:;aﬂnvgc;f:::
Ditien Sek restrukturisasi ha;l] Ivcriﬁkam — mengadakan rapat — Menerima laporan
SR Rektor mesin dan feuinen. teknis pemberian semester
Al administratif S
pe atap penggantian
industri (reimburse)
h F'y 'y
Koordinasi
pelaksanaan - .
Kementerian P;’OELT_LTU_ R:iei]::tnpen cat]i;in
restrukturis gean ™
BEHARdan asi mesin Pelaksanaan (reimburse)
dan program 2
peralatan restrukturisa | T
Lembaga industri si mesin dan
Pengelola peralatan Verifikasi dokumen
Operasional industri administratif
Program Penandatanganan
perjﬂbnjian
pemberian
Lembaga 3
i " penggantian
Penilai Ly  Verifikasi lapangan — (reimburse)
Independen pembelian mesin
. dan peralatan
industri
Penyampaian
Pelaku Usaha Penda.fta.r@ program laporan semester
TR L resimktunsas_l mesin - penggunase mesin
dan peralatan industri ‘ dan peralatan
[ ]
. Menerima laporan
Menteri dari Dirjen
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi
Jenderal pelaksanaan
program
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b. PERIN.01.01.PLF.02 Fasilitasi Pemberian Insentif Bagi Industri yang Melaksanakan Kegiatan Research and Development
(R&D) dalam Pengembangan Industri Dalam Negeri; dan

PERIN.01.01.PLF.02 Fasilitasi Pemberian Insentif Bagi Industri yang Melaksanakan Kegiatan R&D dalam Pengembangan Industri Dalam Negeri
Perencanaan e P
progrem gembe;ian Igporgn
lﬁ;ﬁ:g b:‘ngl Koordinasi pelaksanaan
e melaksan};kai pelaksanaan program pemberian
Ditjen KPAII keeiatan R&D program Pelaksanaan insentif bagi
gl dal pem.b‘erian ixllsenti.f program pemberian industri yang
pengembangan bagi industri yang insentif bagi melaksanakan
industri dalam melaksanakan industri yang kegiatan R&D
negeri kegiatan R&D melaksanakan dalam
dalam kegiatan R&D pengembangan
pengembangan dalam industri dalam
. industri dalam engembangan negeri
Dijen Sektor negeri Yimats datarm
negeri
Kementerian
Keuangan
Pelaku Usaha
Industri
v
Menteri Menerima laporan
Monitoring dan
Inspektorat :
Faudara] > evaluazlrggerlzicnsanaan




C.

PERIN.O1.01.PLF.03 Implementasi Pengembangan Teknologi.
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PERIN.01.01.PLF.03 Implementasi Pengembangan Teknologi

teknologi pada
industri

Melakukan Monitoring dan
analisa dan Implementasi evaluasi
kajian dalam kegiatan pelaksanaan
Ditjen Sektor rangka pengembangan program
Pengembangan teknologi pada pengembangan
Teknologi pada Pendampingan industri teknologi pada
industri program industri
pemberian
Me]akflkal? dukungan bagi
koordinasi Sy
e akademisi yang
Pusat Optimalisasi Pengembangan melaksanakan
Teknologi Industri dan Teknologi pada kegig;?n R&D
Jasa Industri industri o
pengembangan
teknologi pada
. industri
Kementerian / Lembaga
Terkait
Akademisi
A 4
Implementasi
kegiatan
Pelaku Usaha Industri pengembangan




2.

sebagai berikut:
a.
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PERIN.01.02.PLF.01 Penyusunan dan Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in I,

Sub-proses PERIN.01.02 Pembangunan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi

PERIN.01.02.PLF.01 Penyusunan dan Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in I

program

Pengembangan Pelaksanaan
Badan infrastruktur pelatihan vokasi Evaluasi Monitoring dan
Detianbs pelatihan berbasis industri sistem 3 in pelaksanaan vokasi evaluasi
nge ga —fe kompetensi ——p 1 bagi calon tenaga industri sistem 3 in pelaksanaan
Suml‘:)er Daya ) (program pelatihan, kerja industri dan 1 program
Manusia Industri modul, sarana eksisting tenaga
pelatihan) kerja industri i
Pemetaan
kebutuhan
Pemerintah (jumlah, jenis
Daerah dan lokasi)
kebutuhan
tenaga kerja
industri dengan
ketersediaan
Kementerian supply yang ada
Ketenagakerjaan
S Memberi
Asosiasi/ Pelakt.l skl dal b Pelaksanaan
Usaha Industri pengembangan pelanhan vokasi
infrastruktur industri sistem 3 in
pelatihan berbasis 1 bagi calon tenaga
kompetensi kerja industri dan )
Balai Diklat (program el;sis;iqg ‘;enaga Pcrgainpamn
Industri pelatihan, modul, erja industri poran
sarana pelatihan pelaksanaan
Menerima laporan
Menteri pelaksanaan vokasi
industri sistem 3 in 1
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi
Jenderal pelaksanaan
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b. PERIN.01.02.PLF.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri;

PERIN.01.02.PLF.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri
Menerima laporan
pelaksanaan fasilitasi
Menteri penyelenggaraan
sertifikasi tenaga
kerja industri
Badan Perencanaan o )
Pengembangan fasilitasi fM{_)lr_tltopng dﬂ? evaluasi
nvelenggaraan = p fasilitasi penyelenggaraan
Sumber D'aya Egrgfms?gtemga sertifikasi tenaga kerja
Manusia kerja industri industri
Industri A
Badan
Nasional
Sertifikasi
Profesi Koordinasi Pelaksanaan
fasilitasi fasilitasi
Lem.’t:raga. P penyelenggaraan -—P penyelenggaraan —
Sertifikasi sertifikasi tenaga sertifikasi tenaga
Profesi kerja industri kerja industri
Asosiasi Profesi
. Usulan sertifikasi
Asosiasi kompetensi bagi
Industri tenaga kerja
industri M I
Perusahaan
Industri
Monitoring dan evaluasi
Inspektorat fasilitasi penyelenggaraan
enderal sertifikasi tenaga kerja
industri




C.
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PERIN.01.02.PLF.03 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri; dan

PERIN.01.02.PLF.03 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri

Badan
Pengembangan
Sumber Daya Perencanaan
Manusia Industri program
penyusunan
rancangan
SKKNI sektor
industri
Ditjen Sektor
dan Ditjen KPAII
Kementerian
Ketenagakerjaan
Perencanaan
program
i penyusunan
Asosiasi Industri rancangan
SKKNI sektor
industri

Koordinasi

Pendampingan
penyusunan
SKENI sektor
industri

Verifikasi internal
—» dokumen rancangan
SKKNI

dalam
rangka
penyusunan
rancangan
SKKNI
sektor

industri

dengan
pihak
terkait

Pendampingan
penyusunan
SKKNI sektor
industri

v

Fasilitasi
pra
konvensi
rancangan
SKKNI
sektor
industri

Verifikasi eksternal
dokumen rancangan
SKKNI

Usulan Meonitoring
penetapan dan evaluasi
Bt SKKNI — SKKNI
sektor sektor
industri industri
Fasilitasi
konvensi
SKKNI — | Penetapan
sektor SKKNI
industri sektor
industri

:

sektor industri

Perusahaan
Industri
¥
Menerima
Menteri laporan SKKNI
sektor industri
Monitoring dan
1 ktorat
n;;:de:;]a evaluasi SKKNI
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d. PERIN.01.02.PLF.04 Penyusunan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sektor Industri.

PERIN.01.02.PLF.04 Penyusunan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sektor Industri
Inspektorat
Jenderal
B —— Monitoring dan
evaluasi KKNI —
Badan Pendampingan Mestyusun sektor industri
Pengembangan usulan
Sumber Daya p&Ny_}l :m — -+ penetapan
Manusia Perencanaan et KKNI sektor
Industri program industri
penyusunan
rancangan KKNI 4
sektor industri
Koordinasi
Ditjen Sektor dalam rangka
dan Ditjen KPAII penyusunan
rancangan
KKNI sektor
industri Fasilitasi
dengan pihak konvensi
Kementerian terkait Verifikasi eksternal mgcllj:t}:or =
; —# dokumen rancangan
Ketenagakerjaan KKNI
Perencanaan Pendampingan
program penyusunan
Asosiasi Industri penyusunan KKNI sektor
rancangan KKNI industri
sektor industri
Perusahaan
Industri
Menetapkan Menerima
Menteri KKNI sektor laporan KKNI
industri ‘ sektor industri
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3. Sub-proses PERIN.01.03 Penciptaan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif dan Kompetitif terdiri atas 12 (dua belas) peta
lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.01.03.PLF.01 Penyusunan Rekomendasi Harmonisasi Kebijakan dan/atau Regulasi dalam rangka Pengamanan
Industri Dalam Negeri;

PERIN.01.03.PLF.01 Penyusunan Rekomendasi Harmonisasi Kebijakan dan/atau Regulasi dalam rangka Pengamanan Industri Dalam Negeri
Pusat Data dan Menyediakan data
Tformesi terkait kebutuhan
Identifikasi Penyampaian
kzbut.ulflan data . Penyesuaian draft
an tmkor.rtnam en:,l;u ::na!n Yoorditasi materi Finalisasi rancangan
ies erial saoaiansd ; substansi ——® rancangan —»  kebijakan
Ditjen KPAII penyusunan rancangan internal =
i K i rancangan kebijakan untuk
perumusan kebijakan Smehpsie kebijakan dilglsanalan
kebjjakan (RPP, Kooiatiasi ?2}?;1“ df:z?%%r}:a harmonisasi
Rpermenperin dsb) penyusunan g ng Koordinasi
substansi substansi elesteraal i
rancangan | rlfﬂlf_?:lkgan — dalam rangka [
kebijakan e uji materi
Ditjen Sektor satintang!
rancangan
kebijakan
Pemberian
. masukan
Pemerintah e
Daerah hambatan
Kementerian/
Lembaga Terkait
4
Pengecekan legal Penerimaan
drafting draft rancangan
Biro Hukum substansi e — kebijakan untuk
rancangan dilaksanakan
kebijakan harmonisasi
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Ketahanan dan Merugikan Industri Dalam Negeri;

PERIN.0O1.03.PLF.02 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Kinerja Industri Akibat Iklim Usaha yang Mengancam

PERIN.01.03.PLF.02 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Kinerja Industri Akibat Iklim Usaha yang Mengancam Ketahanan dan Merugikan Industri Dalam Negeri
Memberikan
Pelaku masukan atau
Usaha/Asosiasi informasi
terkait
r
v
Pusat Data dan
Informasi
Menyediakan data T ——
dan/atau informasi S
: penyelesaian
terkait kebutuhan pe alahan kinerja
Kementerian/ > industri akibat iklim
Lembaga Terkait Konsultasi usaha yang
ublik mengancam ketahanan
mf{ibatkan dan/atau merugikan
pemangku industri dalam negeri
kepentingan *
terkait
Pengolahan ; 5
penpasglahan s Pelaksanaan studi data/informasi serta Penyampm reloomenidasl
kinerja industri ? i penyelesaian permasalahan
3 pRE dokumen dan studi penyusunan analisa Tt L i
akibat iklim % b kinerja industri akibat iklim
% lapangan dalam data/informasi Penyusunan usaha yang mengancam
. usaha yang rangka pengumpulan, permasalahan kinerja rekomendasi i B!
Ditjen KPAII mengancam 3 2 : o g : ketahanan dan/atau merugikan
inventarisasi dan industri akibat iklim penyelesaian ? : : i
ketahanan 3 . industri dalam negeri melalui
verifikasi usaha yang permasalahan doku formal dan
dan/atau ; ; LT okumen form Jatau
" data/informasi mengancam ketahanan kinerja diensi keiadai ;
merugikan — . : 2 audiensi kepada instansi
‘ ; permasalahan kinerja dan/atau merugikan industri akibat pengampu kebijakan/regulasi
industri d.ala_m industri akibat iklim industri dalam negeri iklim usaha E J
negert usaha yang yang
mengancam ketahanan mengancam
dan/atau merugikan ketahanan
Ditjen Sektor industri dalam negeri dan/atau
merugikan

Biro Hukum

industri dalam
negeri
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PERIN.01.03.PLF.03 Penyusunan Usulan Tindakan Pengamanan Akibat Kebijakan, Regulasi, dan/atau Iklim Usaha yang

C.
Mengancam Ketahanan dan Merugikan Industri Dalam Negeri;
PERIN.01.03.PLF.03 Penyusunan Usulan Tindakan Pengamanan Akibat Kebijakan, Regulasi, dan/atau Iklim Usaha yang Mengancam Ketahanan dan Merugikan Industri Dalam Negeri
Pusat Data dan Menyediakan data
Informasi terkait kebutuhan
Kementerian / Rekomendasi
Lembaga Terkait kebijakan
L)
Pelaku
Usaha/Asosiasi
.= Konsultasi
Inventarisasi dan publile/ stakeholders
V"-‘lflﬁkam . Pengolahan dalam rangka Penyampaian rekomendasi
data/informasi data/informasi serta konfirmasi hasil harmonisasi kebijakan Pendampingan dalam
dampak penyusunan analisa analisa dan/atau regulasi yang rangka pemanfaatan
pemberlakuan data/informasi dampak data/informasi dinilai mengancam rekomendasi
Ditien KPAII dmkEb]Jakan lasi pemberlakuan dampak Penyusunan ketahanan dan/atau harmonisasi
tjen /atau regulasi kebijakan dan/atau pemberlakuan rekomendasi merugikan industri dalam kebijakan/regulasi
yang ditengarai regulasi yang ditengarai kebijakan dan/atau harmonisasi negeri melalui dokumen yang dinilai
T{enti:ncam mengancam ketahanan regulasi yang kebijakan formal dan/atau audiensi mengancam ketahanan
de 1AL dan/atau merugikan mengancarn dan/atau regulasi kepada instansi pengampu dan/atau merugikan
an/atau . industri dalam negeri ketahanan dan/atau yang dinilai kebijakan/regulasi industri dalam negeri,
merugikan industri merugikan industri mengancam dan/atau publikasi
dalam negeri dalam negeri ketahanan rekomendasi
—] dan/ atau harmonisasi
. mcmglkan kebijakan/regulasi
Ditjen Sektor mduﬁteze??lam
Biro Hukum
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d. PERIN.01.03.PLF.04 Pemberian Fasilitas Trade Remedies (Unfair Trade-Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)/ Fair Trade-Bea
Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP));

PERIN.01.03.PLF.04 Pemberian Fasilitas Trade Remedies (Unfmir Trade-Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)/ Fair Trade-Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP))
Puzat Data dan
Infarmaszi
Praktizit &k ademizi M=latoalcan
analisa dan
Felaku Usahat Mﬁ;iﬁm Mengusun
Azosgiasi Industri isunan analiza
eIy = efeltivitas
konsen ) MELE!JCL]l{EI.Jl . implementasi l
relkomendasi werifikasi Menyusun konzep rekomendasi fazilitar frade -
Ditjen KPAIl fazilitas lapangan facilitas trade remedies dalam J—— Menyusun relomendasi
trods kepada bentuk rancangan Surat efeltivitas implementasi
remeddies industri 1 Menteri Perindustrian kepada fasilitas frade remedios
— dalam |— Menteri Perdagangan tentang ¥
regeri pertimbangan pengenasn _ .
it EMAD /EMTF, yang diparaf oleh Mensrima relomendasi
Diitjen Sektar : - efeltivitas implementasi
Para Pejabat Exelon 1 terkait Facilitas £ i
- Melabukan diskusi dan asilitas frads remediss
R - loordinasi dalam
Menyampaikan pertimbangan rangka Pertimbangan
Menteri PENZENAAN pengEnaAn — Hepentingan Nasional
EMAD/BMTP kepada Menteri [PEN)
Perdagangan Melakukan
diskusi dan
Tim Pertimbangan | koordinasi dalam
Kepentingan Magianal e rangks
] - pertimbangan
Komite Anti Tim Tarif
Dumdsg Indonesia Menerima surat keputuszan
[KADIEomite penclakan rekomendsasi
Pengamanan penpgensan kebijakan frade
Ferdagangan remeriiss
Indonesia [KFFI)
w
Penyampaiarn
Menteri Ferdagangan - lkepuiusan
Ditalak T pengenaan fasilitas .
trads remediss Diratujui
F
Tim Tarif J_
Pefiyampaian
) peneta:;an . Penstapan Peraturan
Eementerian pengenaan fasilitas Menteri Kmmg,_re!n tentang
Keuangan Ditolak ~._tragds remedies atan - pengenasn fasilitas frads
Prrmintasn kajian remeches (EMAD/BMTF)
I-oengha]i
v DlTatljuL
Kementerian Hukum Felaksanaan harmonisasi
penetapan faszilitas frade
dan HAR e 5




€.

PERIN.O1.03.PLF.05 Pengelolaan Sistem Informasi Ketahanan Industri;
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PERIN.01.03.PLF.05 Pengelolaan Sistem Informasi Ketahanan Industri
Melakukan evaluasi,
analisa dan kajian
Penyusunan dan Penyusunan dan
dalam rangka Elikas i alias a1
Ditjen KPAII perencanaan N— c{m . asi a_fn isis , penyampaian laporan
pengembangan Sistem e Melakukan ata dan informagl PrOgram
Informasi Ketahanan dalam pengintegrasian BIkl pengembangan SIKI
Industri (SIKI) rangka data dan
pengelolaan informasi SIKI
SIKI dengan SlINas
Pusat Data dan
Informasi
v
Menerima publikasi
Ditjen Sektor analisis data dan
informasi SIKI
Y
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi pelaksanaan
Jenderal program
pengembangan SIKI




f.
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PERIN.01.03.PLF.06 Fasilitasi Kebijakan Berusaha Sektor Industri;
PERIN.01.03.PLF.06 Fasilitasi Kebijakan Berusaha Sektor Industri

Pemerintah
Daerah Inventarisasi permasalahan
penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria .
(NSPK) perizinan berusaha Koordinasi
sektor industri untuk kewajiban
Ditjen Sektor penerapan NSPK
perizinan
& berusaha sektor —|
industri dalam
peraturan
Sosialisasi dan Pelaksanaan reviu dan emerintah
publikasi pengaturan inventarisasi permasalahan ? ii piiiy;iu;?:p conl
Ditjen KPAII baru atau perubahan penerapan norma, s‘tan‘da;r, NSPK perizinan
pengaturan NSPK prosedur, dan kriteria AT A
perizinan‘ bf:rusa:ha (NSPK) perizi.na.n bm“usa.ha indtats
sektor industri sektor industri nrdinaat
dengan instansi
pemerintah
pusat untuk
Biro Hukum harmonisasi | |
dan
sinkronisasi
NSPK perizinan
st Dk beru:sa.ha se:ktor
dan Informasi fdus
Kementerian/
Lembaga
Terkait




g.

-26 -

PERIN.O1.03.PLF.07 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha Sektor Industri;
PERIN.01.03.PLF.07 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha Sektor Industri
Pemerintah
Daerah ; ; Penerimaan
Menginformasikan rekomendasi
permasalahan Penyelesaian
kebijakan berusaha hambatan
Pelal sektor industri kebijakan
Usaha/
Asosiasi
&
Biro Hukum
Kementerian
/Lembaga
Terkait

Pelaksanaan
studi delkumen

Ditjen KPAII

Penerimaan dan

konfirmasi
permasalahan kebijakan
berusaha sektor
industri dari Pemda,
pelaku usaha industri

atau asosiasi industri

Ditjen Sektor

{5 data/informasi

Pusat Data

dan

Informasi

Koordinasi
dengan pihak
pembina untuk

inventarisasi

permasalahan
hambatan
kebijakan
berusaha sektor
industri

- ranghka verifikasi

dan studi
lapangan dalam

data/informasi
permasalahan
hambatan
kebijakan
berusaha sektor
industri

Penyusunan
rekomendasi
penyelesaian
permasalahan
hambatan
kebijakan
berusaha
sektor industri

Penyampaian rekomendasi

penyelesaian permasalahan
hambatan kebijakan berusaha

sektor industri melalui dokumen
formal dan/atau audiensi kepada

instansi pemerintah pusat dan
daerah terkait




h.
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PERIN.O1.03.PLF.08 Pemberian Fasilitas Fiskal (Kepabeanan);

PERIN.01.03_FLF .08 Pemberian Fasilitas Fiskal [Kepabeanan]

}

Ya

Keusngan terkait

f

Menerima
Pelalku Usaha informasi
Industri - mengenai
Menerima fasilitac
informasi kepabeanan
Mensumpulkan penclakan ]
dats dan LI.EI..I.'!.EI'.I. Mengajulan
Mengaspulan informasi serta Malenglkapi dats fazilitas rekomendasi
o uzulan menyusun dan informsasi perbailean
Ditjen Sektor fasilitas kajian pendulung fasilitas
kepabeanan pendulung usulan faszilitas kepsbeanan [bila
usulan fasilitas kepabeansn Mel, on diperlulkan)
kepsbeanan .
monitoring dan
Menyusun Menerima evaluasi
rEkm:':LPTndasi informasi pelakszanasn
Ditjen: KPATI fasilitas penclakan Melalulkan fasilitas
kepabeanan uszulan sosialisasi kepabeanan
sekctor industri fazilitas fasilitas
¥ kepabeanan
Tidak
T Menyampaikan
) " Melalukan™. - rekomendasi
Kementerian <" penilaizn terhadap ™ = penerbitan
Keuangan usulan fasilitas -~ fasilitas kepads
“~lepabeanas Menteri
S Keuangan
]
Menyampaiksn
. usulan fasilitas
Menteri Lkepabeanan kepada
Menter:i Kenangan Tidak
Memutuskan Menerbitlean
Menteri - persetujuan -~ Peraturan Menteri
K “penerbitan fasilitaz
euangan - P




i.
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PERIN.O01.03.PLF.09 Pemberian Fasilitas Fiskal (Perpajakan);

PERIN.01.03.PLF.0% Pemberian Fasilitas Fiskal (Perpajakan)
|
Menernma
Pelalm Us-gha Menerima informasi mengenai
Industri Mengumpul informasi fasilitas perpajalan
kan data penclalan i
—|  dam Melengkapi usulan ' Mengajulkan
Mengajukan informasi data dan fasilitas rekomendasi
. zerta infi i bailtan
Di Selrt usulan | | ormasi pet]
e o fasilitas min_',_rpmm pendukung fasilitas
. ajian u=zulan ajalan
perpajakan | | pendu fasilitas ] pEfl[Jb;IJa
fgiﬁé.:.ls Menyusun perpajakan Menerima Eilma' lﬂtmlki_;"gl diperlukan)
perpajakan rekon}n?fdam informasi dan evaluasi
it fasilitas akan
Ditgen KPATI £ jalan penol Melakulkan pelalc&.?naan
perpay usulan - faszilitas
sektor industri sosialisasi .
i fasilitas perpajakan
Tidak perpajakan
NN Menyampailan
. - Mela%mjkan\ . rekomendasi
Kementerian penilaian . ¥a penerbitan
LT ~ terhadap - fasilitas kepada
“usulan t_'asjlttgs Menteri
) .pn\arpa_]alf_aﬂ Keuangan
Menyampailcan
Menteri usulan fasilitas
perpajakan kepada
Menter: Keuangan
)
AN Tidak
_AMemutuskan Menerbitkan
Menteri < persetujuan Peraturan I\-'Iente_:ri
Keuangan ., peﬂerbitﬂnl - Keuangan terkait
“ fasilitas”
. T . Ya
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PERIN.O1.03.PLF.10 Pemberian Fasilitas Nonfiskal (Objek Vital Nasional Bidang Industri);

PERIN.01.03.PLF.10 Pemberian Fasilitas Nonfiskal (Objelk Vital Nasional Bidang Industri)

Mengajukan Melaksanakan langhkah
tindak lanjut
penr;m?:daﬁsm Melengleapi rekomendasi perbaikan
atau Kawasan kelkurangan kemampuan dasar
Pelaku Usaha Industri sebagai  — —— dokuirlnen objel vital nasional, |
BrrhrE permohonan menyampaikan laporan
nensE Ma?t\é?il rﬁgflﬂ?c penetapan sebagai tertulis, dan menyusun
Diselctur Jendera-.lq OVNI dolkumen standar
KPAI sistem pengamanan
) perusahaan Tidak
) Y — 3
: : v 7\
hn_[emﬁbentlﬂ{ Iﬁ Tidak Menyampaikan Menyampaikan ) Uer‘iﬂka:s_i\
' Iaktz.lgl.n usulan Industri surat penolalan / evaluasi
Joe alean atau Kawasan permohonan penetapan Menyampaikan
Peglaej:f kdgatu Industri yang kepada OVNI terhadap usulan
Ditjen KPAII peneabat - dinyatakan layak | | Perusahasn tindal lanjut pencabutan
fifjzm Industri atau > . komend
- untule Industri atau Melakukan rekomendast penetapan OVNI
Kawasan Industri : £ baikan -
L OVNI chteta_pkan Peruzahazn pembi . Der } kepada Menteri
oo :e}mgl:lan criters sebagai OVNI Kawasan Industri terha.dapEm \ remampuan.
asar iteria _ kepada Menteri yang Perusahaan dasar objsk
dan persyaratan Tidak Perindustrian bersanglkutan OVNI untuk vital nasjonal
meningkatkan AV
kemampuan
~Pemeriksaan™. Pengamanarn
Tim Verifikator T dolumen | . 18 o ¥a internal Ya
(Ditjen Selktor < permohonan S~ }':;nj'm{am o perusahaan
dan Ditjen . penmetapan - pangan - penﬂ;;ilﬂlm
“gebagat OV 4
KPAII) bﬂg danuhﬁﬂ
) penerapat
standar sistem
MAnNAjEmen Menetapican
Menetapkan pm%a%anan usulan Dirjen
usulan Dirjen KPAII dalam
Menteri KPAII dalam bentuk
shien bentuk Keputusan Keputuszan
Menteri tentang Menteri tentang
Penetapan OVNI pencabutan
OVINI




PERIN.O1.03.PLF.11 Pemberian Fasilitas Nonfiskal (Penugasan Khusus Ekspor); dan
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PERIN.01.03.PLF.11 Pemberian Fasilitas Nonfiskal (Penugasan Khusus Ekspor)
Pelalu
Usaha
Industri
Mengusulkan Mengumpulls [ | Melengkapi
program PKE Menginstrul an data/ Menyusun data dan
s untuk siltan informasi kajian informasi
Dityen mendukung —# penyusunan — guna = pendukung P Me?ﬁ;ﬁ: ;;;km pendukung
KPALl kegiatan usulan penyusunan usulan usulan
ekspor/subst Program PKE usulan Program PKE Program PKE
itusi impor Program PKE | |
Ditjen
Sektor
r 3
Menyampaikan usulan
Program Ekspor kepada
Menteri Menteri Keuangan c.q.
Ketua Komite Penugasan
Khusus Ekspor Tidalk
Mielakulan
Komite - penilaian - Menyusun dan
P " terhadap usulan . vs | Menyampaikan
e};u.gasm1 —...‘_r Progxanrlj Ekspor = rekomendasi
s ) dan kajian - ' kepada Menteri
kg “pendukungnys’ Keuangan
F
Memutuskan Menyampaik Menerbitkan
untuk N _ an surat Keputusan Menteri
Menteri menyetujui Tidak pemberitahu Keuangan
Keuangan atau ! an penolakan mengenai
menolak kepada K/L Penugasan Khusus
. usulan / pengusul
Progrant i
N S Ya
|
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1.  PERIN.O1.03.PLF.12 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kawasan Industri.

PERIN.01.03.PLF.12 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kawasan Industri
Penyusunan dan
Menerima penyampamnlaporan
" et Menerima rekapitulasi hasil
Ditjen KPAII perencan laporan pelaksana.?n Peng_awasan dan
Pengendalian Kegiatan Usaha
Koordinasi Industri dan Usaha Kawasan
FY Perencanaan A Industri
Pengawasan
dan
g Pengendalian .
Dit Sekt
jen or Perencanaan Kegiatan Penyusunan Eixncn.ll(:-:a.ri
Pengawasan n_a Usaha L] laporan dan hasil dak lanju
P dan . Industri dan rekomendasi PENZEWRSAT
engendalian i :
Kepala Unit Kﬁgi&mn Usaha Pelaksanaan perbaikan hasil
Kerja/UPT Kawasan Pengawasan pelaksanaan
i Usaha Industri dan Pengawasan dan
Industri dan Pencendalian Pengendalian
Usaha Kegiatan Kegiatan Usaha
Dina Kawasan Usaha Industri | | Industri dan Usaha
2 Industri s o Kawasan Industri
Perindustrian dan Usaha
Kawasan
Industri i .
Melaksanakan perbaikan
Perusahaan tindak lanjut hasil
Industri/ ; pelaksanaan pngawasan
Menerima - :
Perusahaan laporan » dﬂl_ 1 pengendalian .
Kawasan Keg;lat%n UsahKaB Industri
i dan Usaha Kawasan
Industri it
L J
. Menerima
Menteri laporan
Inspektorat Monitoring dan evaluasi |
Jenderal pelaksanaan program




4.

a.
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Sub-proses PERIN.01.04 Peningkatan Implementasi Industri Hijau terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai berikut:
PERIN.01.04.PLF.01 Penetapan Standar Industri Hijau,;

PERIN.01.04 PLF.01 Penetapan Standar Industri Hijau
Ditjen Sektor | Fenyusunan Penyusun
kajian an dan
kebutuhan Penetapan penetapan Fenﬁrufsunan Pemberlaku __ Monitoring —
Badan standar panduan standar aran an standar dan evaluasi Pendamping
Standardisasi industri penyusunan industri kebutuhan Penvi ind i i i
‘ L L e dos yiapan industri penerapan Promosi an teknis
dan Kebijakan hijau standar hijau skt infrastruktur hijau standar industri implementasi
Jasa Industri industri hifau secara —y PemMberlakuan _ secara wajib industri ___ hijau dalam pemenuhan _ |
hijau pns ib standar pada hijau rangka persyaratan
Lembaga wat industri hijau komoditi secara wajib pengakuat standar
Semkaﬁl secara wajib tertentu di internasional industri
Industri Hijau secara perusahaan hijau
bertahap industri
Pelaku/
Asosiasi
Industri
Penyusun
Kementerian an dan
Lingkungan penetapan
Hidup dan standar
Kehutanan industri
X hijau
Kementerian /
Lembaga Penlz;}ia;.lnnan
Teknis Terkait otaria
standar
Kementerian industri
PPN /Bappenas hijau
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PERIN.01.04.PLF.02 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sertifikasi Industri Hijau;
PERIN.01.04.PLF.02 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sertifikasi Industri Hijau

Badan
Standar.c?lsam Penyusunan Penyusunan Penvusunan
dan Kebijakan pedoman standar e Penyusunan Pelatih
Jasa Industri ; SOP atihan
umum kompetensi > ifikasi modul dit
bentukan —#®  auditor —— s?rt i = elatihan T . N
perln . . industri P - o Penilaian dan industri hijau
Lembaga embaga industri hijau industri hijau Penilaian enoawasan
Sertifikasi sertifikasi hijau calon P gh g
tndvatei Hii Lembaga i [craadap
s Sertifikasi S,
Industri Hijau —[— i
S Pentiaion Industri Hijau
dan
Pengawasan
Lembaga
Sertifikasi
Industri Hijau l
Penunjukkan
; Lembaga
Meatert Sertifikasi
Industri Hijau




C.
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PERIN.01.04.PLF.03 Pembinaan Industri Hijau; dan

PERIN.01.04.PLF.03 Pembinaan Industri Hijau
Badan
Standardisasi
dan Koordinasi
Kebijakan terkait
Jasa Industri peiaksanaan
pembinaan
industri
hijau pada Inventarisasi
Ditjen Sektor industri data dan
kegiatan
terkait
| pelaksanaan
pembinaan
Kementerian/ industri hijau
Lembaga pada industri
Terkait
Pelaku
Usaha/
Asosiasi
Industri

Sosialisasi
pelaksanaan
pembinaan
industri
hijau pada
industri

v

Bimtek
penerapan
prinsip
circular
economy

Monitoring dan

. evaluasi pelaksanaan
" pembinaan industri
hijau pada industri
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PERIN.01.04.PLF.04 Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau.

PERIN.01.04.PLF.04 Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau

Pemberian
Ditjen Sektor e bantuan promosi
dan Ditjen Koordm'asa — hasil produksi
KPAIL terkait Bimbadisn bagi perusahaan
program fasilitas fiskal industri Penyampai
fai“_lf‘_jf‘m_ sesuai Tnparon
sertifikasi
i || Pomemneen | [T T, e gEriapres
Standardisasi fonram fasilitasi Hijau % et;uran Pelaksanaan program fasilitasi
dan Kebijakan | |PTO8raM ! persiuran bimbingan sertifikasi industri
Tasa Tnduste Sertlﬁlka?l ‘ perundang- telchin || hijau
Industri Hijau undangan . .
—_ Sertifikasi
Industri Hyjau Penerimaan bantuan
Pelaku/ ; 3
sl promosi hasil
Asosiasi : :
Thduatsi produksi bagi
perusahaan industri
Pemerintah Koord).n_as;L
Disrah terkait
program
fasilitasi
Lembaga sertifikasi .
Sertifikasi Industri Penyampaian
Industri Hijau Hijau laporan
pelaksanaan
Badan program fasilitasi
Pengembangan sertifikasi industri
Sumber Daya hijau
Manusia
Industri ]
v
Menteri Penerimaan
laporan
Biro Pemberian bantuan promosi
Hubungan hasil produksi bagi
Masyarakat perusahaan industri
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi
Jenderal pelaksanaan

program




5.

Sub-proses PERIN.02.01 Peningkatan Industri Yang Bertransformasi Menuju Industri 4.0 terdiri atas 6 (enam) peta lintas

fungsi sebagai berikut:
PERIN.02.01.PLF.01 Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Making Indonesia 4.0;

a.
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PERIN.02.01.PLF.01 Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Making Indonesia 4.0

Ditjen Sektor

Badan
Standardisasi
dan Kebijakan
Jasa Industri

Perencanaan
perumusan
kebijakan

pelaksanaan
Making Indonesia
4.0

Koordinasi
perumusan
kebijakan
pelaksanaan
Making
Indonesia 4.0

v

Pelaksanaan
perumusan
kebijakan
pelaksanaan
Making Indonesia
4.0

Pelaksanaan uji

Monitoring dan
evaluasi program
perumusan kebijakan
pelaksanaan Making
Indonesia 4.0

publik &
harmonisasi
kebijakan
Biro Hukum prlakannidan
Making Indonesia
4.0
Perusahaan/
Asosiasi
Industri
Kementerian /
Lembaga
Terkait
Penetapan kebijakan
Menteri pelaksanaan Making
Indonesia 4.0
Monitoring dan
evaluasi program
Inspektorat perumusan kebijakan
Jenderal pelaksanaan Making

Indonesia 4.0




b.
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PERIN.02.01.PLF.02 Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri Menuju Industri 4.0;

Ditjen Sektor

PERIN.02.01.PLF.02 Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri Menuju Industri 4.0

Monitoring dan

Koordinasi :
| evaluasi program
——————— pengukuran — Perencanaan — Penyerahan pengukuran
P tingkat Pelaksanaan 3
erencanaan | pelaksanaan Tu . ) sertifikat ] tingkat kesiapan
Badin pengukuran kesiapan pengukuran peagukiran Penerbitan sertifikat hasil Penyusunan laporan industri menuju
Standardisasi tinglat s tingkat tln.gka ; hastl erificeat: | verifikasi pelaksanaan Industri 4.0 (Self
dar eetiiin kesiapan menuju kesiapan kesiapan —J-b: pengukuran tingkat '—k pengukuran _r pengukuran tingkat Adsestheit dan
Kebij o industri Industri 4.0 Pelaksanaan industq |  industri kesiapan industri tingkat kesiapan industri Verifikasi)
Jasa Industri menuju penlgukum.n menuju memiin menuju Industri 4.0 kesiapan menuju Industri 4.0
| Industri 4.0 k';:s;‘:; Industri 4.0 h(’\?:r?ﬁti;'io industri
X 2 | (Verifikasi dan —— iy s menuju
Perusahaan ﬁgﬁz:'s Validasi) dan Valicsx) Industri 4.0
Industri/ i
Industri Kecil mdl;;:&-q.‘o
dan Menengah Assesment)
Koordinasi
pengukuran
Pusat Data dan k';:!igakpaa;
Informasi It
menuju
Industri 4.0
Menteri Penerimaan laporan
Monitoring dan
[r?u:tnr?t evaluasi
endera

program
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PERIN.02.01.PLF.03 Perumusan NSPK Pendampingan Transformasi Industri 4.0;

PERIN.02.01.PLF.03 Perumusan NSPK Pendampingan Transformasi Industri 4.0
Ditjen Sektor
Monitoring dan
evaluasi program [
Perencanaan G perumusan NSPK
Badan perumusan Ii‘i_i‘;i?:;; Pelaksanaan pendampingan
Standardisasi NSPK p NSPK perumusan NSPK transformasi
dan Kebijakan pendampingan T pendampingan Industri 4.0
. transformasi P pingan transformasi
Jasa Industri doatiiniG transformasi Industri 4.0
ndustri 4. Industri 4.0 P ndustri 4. Y Pelaksanaan uji
publik &
harmonisasi
Biro Hukum perumusan NSPK
pendampingan
transformasi
Pemsahaan/ Industri 4.0
Asosiasi
Industri/
Industri Kecil
dan Menengah
Kementerian/
Lembaga Terkait
Inspektorat Monitoring dan
Jenderal evaluasi program
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PERIN.02.01.PLF.04 Pendampingan Transformasi Industri 4.0;

PERIN.02.01.PLF.04 Pendampingan Transformasi Industri 4.0

Ditjen Sektor

Industri Kecil
dan Menengah

Koordinasi
pendampingan

Badan Perencanaan transformasi
Standardisasi pendampingan Industri 4.0
dan Kebijakan transformasi
Jasa Industri Industri 4.0

Perusahaan
Industri/

Pelaksanaan

pendampingan

transformasi
Industri 4.0

Monitoring dan
evaluasi program
pendampingan
transformasi
Industri 4.0

Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan
evaluasi program
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e. PERIN.02.01.PLF.05 Pendampingan Transformasi Industri 4.0 Sektor IKM; dan

PERIN.02.01.PLF.05 Pendampingan Transformasi Industri 4.0 Sektor IKM
Penyampaian laporan
Penyusunan pela]ssanaan_ _
rencana pendampingan digital
iti pendampingan marketing, manajemen
Ditjen IKMA p—— usaha, dan fasilitasi
Industri 4.0 membership di e-
sektor IKM commerce global bagi
Koordinasi industri kecil
pendampingan Pelaksanaan
transformasi pendampingan digital
Badan Industri 4.0 sektor marketing,
Pengembangan IKM manajemen usaha,
Sumber Daya dan fasilitasi
Manusia membership di e-
. commerce global bagi
g industri kecil
Perusahaan
Marketplace
Perusahaan
Industri
L
; Menerima
Menteri laporan
h 4
Monitoring dan
evaluasi
m; pe:torzilt pendampingan
——— transformasi Industri
4.0 sektor IKM




PERIN.02.01.PLF.06 Pengembangan Start Up Dalam Rangka Peningkatan IKM.
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PERIN.02.01.PLF.06 Pengembangan Start Up Dalam Rangka Peningkatan IKM

Perencanaan Penyampaian laporan
Ditjen IKMA prog-ail pelaksanaan program
pengembangan pengembangan start
start up up
Koordinasi
pelaksanaan
program
Ditjen Sektor pengembangan Pelaksanaan
start up program
pengembangan
Bad start up
adan
Standardisasi
dan Kebijakan
Jasa Industri
Perusahaan
Industri Kecil
dan Menengah
A 4
i Menerima
Menteri - o
A 4
Inspektorat Monitoring dan evaluasi
J(fndera_l program pengembangan

start up
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6. Sub-proses PERIN.02.02 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri terdiri atas 5 (lima) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.02.02.PLF.01 Penyusunan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;

PERIN.02.02.PLF.01 Penyusunan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

Ditjen Sektor
Koordinasi
penyusunan
Perencanaan regulasi kebijakan -

Badan penyusunan regulasi optimalisasi Monitoring dan

Standardisasi kebijakan pemanfaatan evaluasi program
iakan optimalisasi teknologi industri p| Penyusunan regulasi
dan Reky . pe?manfaatan Pelaksanaan . kebijakan optimalisasi
Jasa Industri teknologi industri penyusunan regulasi pemanfaatan teknologi
kebijakan industri
optimalisasi
pemanfaatan

Perusahaan/ teknologi industri

Asosiasi

Industri
Kementerian/

Lembaga

Terkait

Menteri Penetapan regulasi

Inspektorat Monitoring dan

evaluasi program

Jenderal




b.
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PERIN.02.02.PLF.02 Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri (SSTI);

PERIN.02.02.PLF.02 Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri (SSTI)

Ditjen Sektor

Perumusan SSTI L
oleh Direktur

Jenderal ‘

Pembentukan tim
teknis untuk
melakukan kaji ulang
terhadap usulan SSTI

Badan
Standardisasi
dan Kebijakan
Jasa Industri

Penetapan usulan
SSTI hasil kaji
ulang menjadi

Rancangan SSTI

Penyampaian
Rancangan SSTI

Perusahaan/
Asosiasi N Piaa}-(iznm
. 1 ulang
Industri usulan SSTI
Asesor
Pakar
L
Penetapan
Menteri P

Rancangan SSTI
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PERIN.02.02.PLF.03 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Industri;

PERIN.02.02.PLF.03 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Industri

Ditjen Sektor

Pelaporan
pelaksanaan
fasilitasi
Pengusulan Penetapan emanfaatan
Badan Pereficanaan kegiatan penerima Ptekonologi
Standardizasi dan fasilitasi fasilitasi fasilitasi industrs
Kebijakan Jasa pemaniaatan pemanfaatan pemanfaatan
Industri teknologl industri telenologi t;knolcg_;l
industri industri
e EeE Koordinasi Pelal
ut Pelansana kegiatan fasilitasi € aksanaan
Teknis di pemanfaatan fa:i?mm
linglungan Badan teknologi industri telgijo . ?r?dus tri
Standardisasi dan &
Kebijakan Jasa
Industri
Perusahaan
Industri/Industri
Kecil dan
Menengah
Dinas
Perindustrian
h 4
: Penerimaan
iz laporan
v
Inspektorat Monitoring dan
Jenderal

evaluasi program




d.

- 45 -

PERIN.02.02.PLF.04 Inkubasi Bisnis Wirausaha Industri Berbasis Teknologi; dan

PERIN.02.02.PLF.04 Inkubasi Bisnis Wirausaha Industri Berbasis Teknologi

Ditjen Sektor

Badan
Standardisasi dan
Kebijakan Jasa
Industri

Perencanaan
program inkubasi

bisnis wirausaha rJ

industri berbasis
teknologi

Perusahaan/
Asosiasi Industri

Sosialisasi program
inkubasi bisnis
wirausaha industri
berbasis teknologi

Pelaksanaan
program inkubasi

“ bisnis wirausaha
industri berbasis

Monitoring dan
evaluasi Tenant
Utama program
inltubasi bisnis
wirausaha industri

Pelaporan pelaksanaan
program inkubasi bisnis
wirausaha industri
berbasis teknologi

Jenderal

Unit Pelaksana teknologi . ;
Teknis di Penetapan Tenant berbasis teknologi
lingkungan Utama program
Badan inkubasi bisnis
% 5 wirausaha
Standardisasi dan inidistri Besbadia
Kebijakan Jasa teknologi
Industri
Konsultan
\ 4
Menteri Penerimaan laporan
Inspektorat Monitoring dan evaluasi
program
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e. PERIN.02.02.PLF.05 Pengendalian Pemanfaatan Teknologi Industri.

FERIN_.02.02.FLF.05 Pengendalian Pemanfaatan Teknologi Industri
Pihak Pengusul
Pengusulan
andit
Ditjen Sektor Fenerimaan
laporan
FPemerikksaan
E‘ad_ml . usulan audit
Standardizasi dan telnologi dan _y,| Pembentulan Penyampaizm
2= tim audit laporan
Kebijakan Jasa mi“ﬁ:ia:;‘::ﬂ Pelaksanasn
Industri s audit dan
pPENYUSURAN
E laporan
Asesor
Pusat
Optimalisasi Penentuan/ Pemerilcsaan
Pemanfastan reviu acuan laporan dan
- dalam hal — PENVAMPalan
Teknologi belum tersedia kepada Kepala
Industri dan 3371 BSKJI
Kebijakan Jasa
Penyedisan
Peru=zahaan, data dan
. . . informacsi
Asosiasi Industri Ttk
pelakzanaan
X Pembentulan
Lembaga Audit tim audit
Monitoring
Inspektorat dan evaluse
Jenderal program
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7. Sub-proses PERIN.02.03 Pengembangan Kompetensi SDM Industri 4.0 terdiri atas 9 (sembilan) peta lintas fungsi sebagai

berikut:
a. PERIN.02.03.PLF.01 Penyelenggaraan Diklat Asesor Kompetensi;
PERIN.02.03.FLF.01 Penyelenggaraan Diklat Asesor Kompetensi
Menerima
laporan
Menteri penyelenggaraan
Diklat Azesor
Kompetensi
Badan Perencanaan T
Pengembangan program Pg tens Lulus Monitoring dan evaluasi
Sumber Daya penyelenggaraan > ASESOr B
" Diklat Asesor . penyelenggaraan Diklat
Manusia Kompetensi kompetensi Asesor Kompetensi
Industri
_Bagla_n Penerbitan sertifikeat
N asl.i.ona_'l. o Dildat Asesor
Serb.ﬁkgm Koordinasi Pelal T Kompetensi
Profesi program program Diklat
¥ penyelenggaraan i
B Agesor
Dildlat Asesor K .
Kompetensi ompetensi
Lembaga
Sertifikasi
SoniEed Perencanaan
program
penyelengzaraan
Diklat Azesor
Asosiasi petens
Industri
Monitoring dan evaluasi
Inspektorat programﬂ:egnyele amn
Jenderal Diklat Azesor Kompetensi




b.
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PERIN.02.03.PLF.02 Peningkatan Akreditasi Unit Pendidikan;

PERIN.02.03.PLF.02 Peningkatan Akreditasi Unit Pendidikan

BAN-PT
Badan M;illiatfhan Mengajukan
Pengembangan pengisian re-akreditasi
Sumber Daya borang progranm stadi
Manusia Membentuk akreditasi dan apabq;iléis i Monitoring dan
haasts Perencanaan tim pelatihan Melengkapi pent evaluasi
peningkatan Koordinasi [ peningkatan pelaksanaan seluruh amseasnrgjenz_': » peningkatan
akreditasi unit peningkatan _r akreditasi asesmen komponen dah baik akreditasi unit
o pendidikan akreditasi inttule setisg akreditasi penilaian yang st pendidikan
Politeknik/ unit program studi kurang
Akademi pendidikan
Komunitas
Lembaga
Akreditasi
Mandiri
Monitoring dan
evaluasi
Inspektorat ;
tan
Jenderal pepnges

akreditasi unit
pendidikan
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PERIN.02.03.PLF.03 Penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan;

PERIN.02.03.PLF.03 Penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan

Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Industri

Penyampaian
laporan

5 penyelenggaraan

Monitoring dan
evaluasi program

knrjaaama —— penyelenggaraan
endidikan ke el g
p : pendidikan
Menteri
Mitra luar negeri
(pemerintah, NGO, Pe;f_‘;g‘;;an Pelaksanaan
perguruan tinggi luar penyelenggaraan program
negeri)/ mitra dalam kerja sama pmye{enggaraan
negeri (K/L lainnya, pendidikan kmgi;;;rgi
Pemda, perusahaan, fggﬁjn:fi ﬁ e
asosiasi industri) L » penyeie;:‘lggg;raan
kerja sama
pendidikan (MoU)
SMK / Politeknik /
Akademi Komunitas
Terkait
Biro Hukum
P :
Ditjen KPAII (luar erilaporl::an
negeri) / Sekrektariat N penyelenggaraan
Jenderal (dalam kerja sama Monitoring dan
negeri) pendidikan ke evaluasi program
Menteri penyelenggaraan
kerja sama ]

Inspektorat Jenderal

pendidikan




d.
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PERIN.02.03.PLF.04 Penyelenggaraan Program SMK yang Link and Match dengan Industri;

FERIN.02.03 PLF .04 Perwelenggaraan Program St Wang Lew aarfdaiy? Dengan Industr

Inzpektorat
Jenderal
Pl
Ead MoU BME Pemenuhan keburuhan . p:\r::-lam | Faxilitasi e
e Panyalar; minimum sarana prakisk S £E Fazilitazi Klinik Fazilitazi
dan Industri A ATAN : . . . £ L
Fengernbangan || Perencanasn (revisd - Peminghaian | | Penyispan teacking :;’:r:‘;:u";“; || Prakesk kesia || 5‘_’“’;’:;" pregras | Pelasin Tempat [7,| Konsulasi || Penguatan
Surnber Dava progTam l Koordinasi i silabus, dan kompetenzi — Jfactory, Laboratorium, omeetens: induztri Su: Tah Kerja Induzeri Inzentif Tazching
Manusia Industri pelaksanaan medul ge Workshop dan peralatan Fe i Super Tax Factary
program prakiek di 3ME) Deduction
Aznziasi | Pelaku
induistri
Peruzahaan Mambangun Faxilitazi
. infrastrukiur . ¥ Pelarih Tempat
Industri kompetenzi Praktek: kerja Kerja Industri
Penyelarazan Pemenuhan | induztri Facilieasi
kurikulum, 3 1l litmgi o M ilitmzi
ailabuz ‘::n i sarana praksek * (Memfazilitasi ceifaci Mk PF;mt::
ShAK Terkait l :“;:_u N [Penyiapan teaching P’?J:';ek |"'-‘_=":I~l e f— h;m:ul:u Ll : g;? an
- N tril 1 = ohin,
Mol SME Memberikan Peningkatan factory, Laberatorium, e Sekelak) B Supen Tt .Facmrg
dan Industri " o i ] Workshap dan paralatan Super T L y
o mazulkan TpEtENE] caletel di 3ME) ¥ penyelsnggaraan Deduction
Kermerdikbud revizi] kebutuhan guru Br ) Membangun e
- infractruktur
dikh Koordinasi leompatensi
=
Dinas program
Pendidikan
Provinsi
: Peningkat o N
Mitra dalam dan k‘““‘g an Fasilitaci Pelatih { Fasilitazi
. nmpetensl % Tempat Kerja Penguatan
atau luar neger gura Industri Teaching Factory
Pemenuhan kebutubhan
. minimum zarana prakesk
Pemerintah Ly [Penyiapan teaching
Daerah factory, Laboraterium,
Workshop dan peralatan
praletel: di SMK)
I Fasilitasi Klinik
. Fagilitasi . as L .
Kernenteriard | Pelath Tempet | I\.ocnr.;:a:l ;n:mnj’
Lernbaga Lain Karja Indurtsi per Tax
E s du De=duction
Badan Masional
- a Membangun infractruktur
Sertifikazi kempetensi b Sertifikazi
Profesi

Karar Dagang
dan Industri

Indonesia

Fagilitazi Klinik Eonzultari
[nzentif Super Tax Deduction




€.
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PERIN.02.03.PLF.05 Peningkatan Kompetensi Dosen;

Monitoring dan
evaluasi
peningkatan
kompetensi dosen

PERIN.02.03.PLF.05 Peningkatan Kompetensi Dosen
Inspektorat
Jenderal
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
yargan Perencanaan
. ar
Industri peningkatan
kompetensi dosen
Politeknik_ / Pengakuan
Akademi Koordinasi Pela.ksanaan peningkatan
Komunitas peningkatan »  peningkatan kompetensi
Terkait kompetensi dosen kompetensi dosen (ijjazah, sertifikasi,
(pendidikan S3, surat keterangan)
pelatihan teknis,
asesmen
kompetensi dan
Mitra Dalam pemagangan)
dan/atau Luar
Negeri
Perusahaan
Industri
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PERIN.02.03.PLF.06 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System;

PERIN.02.03.PLF.06 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Memaju Dual System
Inspeltorat
Jenderal
Monitoring dan
evaluasi program
Badan Perencanaan Pendidikan Tinggi
Pengembangan program Pendidikan Vokasi Industri
. Tinggl Vokasi o ] . berbasis
Sumber Daya Industri berbasis Koordinasi program Sertifileasi kompetensi
Manusia kompetensi menuju Pendidilan Tinggi kompetensi bagi menuju Dual
Industri Dual System Volkasi Industri sizwa,/ mahasiswa System
berbasis kompetensi dan lulusan lembaga
menuju Dual System pendidilan vokasi
Politeknilk f Penyediazn
Akademi instruktur industri
Komunitas Pengembangan
. program studi bara
Kemenperin sesuai kebutuhan
dunia usaha industri
Kemendilkbud
dileti
Asosiasi
Industrif
Pelaku Usaha
Industri
Mitra Dalam
danfatau Luar Kl;:uord_jnfasi p;c_pgra_:_u
I : endidikan
Negeri Vokasi Inu:lu!s:[t;:{ig1
berbasis kompetensi
menuju Dual System
Perusahaan
Industri
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PERIN.02.03.PLF.07 Penyelenggaraan Program Pendidikan D1-D2 Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem,;

PERIN.02.03.FLF.07 Penyelenggaraan Program Pendidikan D1-D2 Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System

Perencanaan
Badan penyelenggaraan
Pengemb, PrORrETL Monitoring dan
o o || pendidikan D1-D2 riin evaluasi
umber Daya || industri berbasis penyelenggaraan penyelenggaraan
Manusia kompetensi Pengembangan Penyusunan program program
Industri menuju dual teaching iadwal blok peadidiican bi- pendidikan D1-
system 4.0 j;;c;ctary,d — sJistem untuk D2 uLdustri =" D2 industri
Pengembangan i Penyusunan workshop, dan ; . berbasis A
Koordinasi ~ | Elcnd:-;g | Pe;a“:"’:‘; | lurikalum laboratorium I ":f;?:;;z:' | kompetensi m kg::;’;?ssi |
Politeknik/ penyelenggar learning dan e- pecag igl dual system terintegrasi Sertfikasi Penerapatan menuju dual menuju dual
HRTL TIrOET A, learning untuk i bersama Kompetensi ket system system
i h s ; nstruktur di lulusan Y
Akademi pendidikan implementasi industri dengan
Komunitas D1-D2 dual system industri
: industri
Kemenperin héstmsis
kompetensi |
menuju dual
system
Perusahaan
Industri
Pemerintah
Daerah
Badan Nasional
Sertifikasi Sertfikasi
Pr:]iesi atau Kompetensi
mbaga
Sertifikasi
Profesi
Monitoring dan
evaluasi
penyelenggaraan
Inspektorat oo perdidil
Jenderal D1-D2 industri

berbasis kompetensi
menuju dual system
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PERIN.02.03.PLF.08 Perumusan dan Pelaksanaan Bimtek dan/atau Diklat untuk SDM Transformasi Industri 4.0; dan

PERIN.02.03.PLF.08 Perumusan dan Pelaksanaan Bimtek dan/atau Diklat Untuk SDM Transformasi Industri 4.0

Ditjen Sektor

dan/atan diklat

Perusahaan
Industri

untulk SDM
Transformasi
Industri 4.0

modul diklat, dll)

" | bimtek dan/atau

dildat untul SDM
Transformasi
Industri 4.0

Inspektorat
Jenderal
Badan Pelaksanaan program
Pengembangan bimtek dan/atau
Sumber Daya —»  diklat untuk SDM
Manusia Transformasi Industri Monitoring dan
Industri 4.0 evaluasi program
noustri bimtelk dan/atau
Perumus=an Lp|  diklat untuk
Badan program bimtek T Ss]ij :
Standardisasi dan/atau dilklat Koordinasi Penyusunan ILE;?JS:;D&S‘} 01
dan Kebijakan untuk SDM elalcsanasn infrastruktur )
Jasa Industri Transformasi P bimtelk (kurikulham,
asa Indusiri Industri 4.0 program bimte

Menteri

v

Menerima laporan
program bimtek
dan /atau diklat untulk
SDM Transformasi
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PERIN.02.03.PLF.09 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri.
PERIN.02.03.PLF.09 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Sertifilkcasi Profesi (LSP) Sektor Industri
Eadan Nasional Asesmen Ya iﬂ;sesm:t;l Lisensi
Sertifilcasi v kecukupan — F}?’;’% — pendirian
Profesi doloumen asesmen] Lap
Ya
v
Badan
Pengembangan Monitoring
Sumber Daya dan evaluasi
Manusi i LSP selktor
e industri
Industri
| p‘;‘-;c:'luk:hop | Pengajuan usulan i ok
Perencanaan Koordinasi sleema | lisensiLSP ke [ Tidak Ti
program dalam rangha sertifilcasi BNsP
S pembentulan pembentulkan
Asosiasi dan — dan
Industri pengembangan pengembangan
L3P seltor L3P sektor
industri industri
Lembaga
Sertifikkasi
Profesi
%
Menerima
. laperan LSP
Menteri celctor
industri
Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan
evaluasi LSP sektor
industri




8.
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Sub-proses PERIN.03.01 Pemanfaatan Produk Dalam Negeri terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas
PERIN.03.01.PLF.01 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri;

a.

fungsi sebagai berikut:

PERIN.03.01.PLF.01 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

Pusat P3DN

Ditjen Sektor

Kementerian/
Lembaga Terkait/
Pemerintah Pusat

Melakukan
analisis dalam
rangka
penyusunan
kebijakan
Pemanfaatan
Produk Dalam
Negeri

1]

Biro Hukum

Melakukan
koordinasi dalam
rangka reviu
dan/atau
penyusunan
kebijakan
Pemanfaatan Produk
Dalam Negeri

\ 4

Mengeluarkan
rekomendasi
penyusunan

kebijakan
Pemanfaatan Produk
Dalam Negeri

Sosialisasi dan

publikasi
» kebijakan terkait

Pemanfaatan
Produk Dalam

Negeri

Biro Hubungan
Masyarakat

Sosialisasi dan
publikasi kebijakan
terkait Pemanfaatan

Produk Dalam

Negeri
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b. PERIN.03.01.PLF.02 Promosi dan Kampanye Kebijakan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri;

PERIN.03.01.PLF.02 Promosi dan Kampanye Kebijakan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

Pusat P3DN

Ditjen Sektor

Kementerian/
Lembaga Terkait,
Pemerintah
Daerah, BUMN,
BUMD, BUMDES

Biro Hubungan
Masyarakat

Pelaku
Usaha/Asosiasi
Industri/
Masyarakat

Koordinasi
terkait
pelaksanaan
promosi dan
kampanye
kebijakan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

Inventarisasi
data dan
kegiatan terkait
pelaksanaan
promosi dan
kampanye
kebijakan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

A 4

Promosi
Peningkatan
Penggunaan

Produk Dalam
Negeri

Kampanye
kebijakan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

v

Tindak lanjut
pelaksanaan
promosi dan

kampanye
kebijakan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
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c. PERIN.03.01.PLF.03 Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Dalam Negeri;

PERIN.03.01.PLF.03 Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Dalam Negeri

Usulan
sertifikasi
TKDN
Produk
e Dalam
Ditjen Sektor —_—
dan/atau
Bobot Koordinasi
Manfaat pelaksanaan
Perusahaan sertifikasi
TKDN Produk
—» Dalam Negeri
dan/atau Pelaksanaan i ifi
Bobot sertifikasi Verifikasi dokumen P‘*;‘;g’;} Zn serttiﬂm
Pusat P3DN Manfaat TKDN Produk __ hasil survei Iapangan an{a 9
Perusahaan Dalam Negeri Panel verifikasi B;Ef;;:ﬁg;iat
dan/atau sertifikat TKDN
Bobot Manfaat 4 dan/atau Bobot
Perusahaan | Manfaat Perusahaan
Lembaga Usulan
Surveyor sertifikasi survei lapangan
Independen TKDN
Produk
Dalam *
Negeri '
dan/atau Self assesment
Bobot sertifikasi TKDN
Pelaku Us.'tha Manfaat ~#| Produk Dalam Negeri
Industri Perusahaan dan/atau Bobot
Manfaat Perusahaan
v
Menteri Menerima laporan
Monitoring dan evaluasi
Inspektorat pelaksanaan sertifikasi
Jenderal TKDN dan/atau Bobot

Manfaat Perusahaan
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d. PERIN.03.01.PLF.04 Fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Dalam Negeri;

PERIN.03.01.PLF.04 Fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Dalam Negeri
Menerima laporan
. jumlah yang
Menteri terfasilitasi
sertifikasi TKDN
A
Kementerian Perencanaan
K program ) ]
euangan fasilitasi Koordinasi
sertifikasi TKDN pelaksanaan
Produk Dalam | | program
Negeri dan/atau L> _fasﬂ_lt_am
Bobot Manfaat sertifikasi TKDN — Laporan
Perusahaan Prodgk Dalam pelaksanaan
Pusat P3DN Negeri dan/atau program fasilitasi
Bg:gsh:ﬁgi‘lat sertifikasi TKDN
Pelaksanaan
oy sertifikasi TKDN
Ditjen Sektor _, Produk Dalam
Negeri dan/atau
Tetil Bobot Manfaat
Sem aga. Perusahaan
urveyor
Independen
Pelaku Usaha
Industri
Inspektorat Monitoring dan
Jenderal evaluasi
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PERIN.03.01.PLF.05 Pendampingan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

PERIN.03.01.PLF.05 Pendampingan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Inventarisasi Penyusunan
rencana glpora_n
engadaan pendampingan

Pusat P3DN bpara%lgf jasa peningkatan
seluruh Unit Pelaksanaan Peningkatan nilai — penggunaan
Kerja Business —» TKDN terhadap d dr'lg Produk Dalam
Matching produk baru an. At Negeri
Ditjen Sektor
A
v
s tal?;ac_lr?in . Audit Teknologi
"15351 bagi pengadaan ||
dan Kebijakan non Produk Dalam
Jasa Industri Negeri
Inspektorat Monitoring
Jenderal dan Audit
Pelaksanaan
Unit Kerja pengadaan
Barang/Jasa
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PERIN.03.01.PLF.06 Evaluasi Pengadaan Barang atau Jasa yang Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri; dan

PERIN.03.01.PLF.06 Evaluasi Pengadaan Barang atau Jasa yang Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri

Inventarisasi
data realisasi

pengadaan
Pusat P3DN barang PDN,
TKDN dan Non P
enyusunar
PDN Monitoring atas Evaluasi atas 1 v
alisas; alisasi aporan atas
realsast realsast evaluasi realisasi
pengs.lq.aa:n penggdaan pengadaan
Inspektorat barang di glternal barang di 1:.11ternal barang di internal
Jenderal Kemenperin dan Kemenperin dan Kemenperin serta
K/L, Pemda, K/L, Pemda,
K/L, Pemda,
BUMN BUMN BUMN
Badan
Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
Y
. Penyampaian
Menten laporan

hasil evaluasi
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PERIN.03.01.PLF.07 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri.

FPERIN.03.01.PLF.0T7 Pengawasan dan Pengendalian Pengpunaan Produk Dalam Negeri

Pelalu Usaha/Asosiasi
Industri

Melaporkan
permasalshan terkart
implementaszi P30DN

Ditjen Selktor

Pemerintah Daerah

Kementerian/ Lembaga
Terkait

Melaporkan
permasalshan atan
menerima
permasalshan terkait
implementasi PIDN

Pusat P3DN

Pokja Pemantauan Timnas
P3DN

Menerims laporan
atan aduan

Koordinasi
penyelesaian
permasalahan

Y

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah /Badan
Pengawasan Keuangan

Andit

o | Fekomendasi

Ll -
dan Pembangunan Sanksi
Inspelktorat Jenderal l
. Paryampsian hasil
Menteri

laporan
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9. Sub-proses PERIN.03.02 Perbaikan Rantai Pasok Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a. PERIN.03.02.PLF.01 Penjaminan Ketersediaan Bahan Baku; dan

PERIN.03.02.PLF.01 Penjaminan Ketersediaan Bahan Baku

Monitoring dan evaluasi
.. kegiatan penjaminan
Difen Heldox ketersediaan bahan
baku Industri
= : Melakukan analisa Penetapan
ementerian/ | | 4an kajian dalam Melakukan kebijakan terkait
Lembaga rangka penjaminan koordinasi dalam penjaminan
Terkait ketersediaan bahan rangka ketersediaan bahan Pelaksanaan
baku industri penyusunan baku industri ke‘g1at.an
keb 1] akan lfen_] 81'1'1(;.1’1&11
il etersediaan
penjaminan
. ketersediaan bahan ba.!p:u
Pemerintah bahait Bl Industri
Daerah industri
Pelaku Usaha/
Asosiasi
Industri
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PERIN.03.02.PLF.02 Penyaluran Bahan Baku.

PERIN.03.02.PLF.02 Penyaluran Bahan Baku

Ditjen Sektor

Industri

Melakukan
K . analisa dan
ementerian kajian dalam
/Lembaga rangka
Terkait penyaluran
bahan baku
Industri
Pemerintah
Daerah
Pelaku
Usaha/
Asosiasi

Melakukan
koordinasi dalam
rangka
penyusunan
kebijakan
penyaluran
bahan baku
industri

Penetapan
kebijakan terkait
penyaluran
bahan baku
industri

1,

Pelaksanaan
kegiatan
penyaluran
bahan baku
industri

Monitoring dan
evaluasi kegiatan
penyaluran bahan

baku Industri
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10. Sub-proses PERIN.03.03 Pemberdayaan Industri Halal terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.03.03.PLF.01 Perumusan Regulasi dan Kebijakan Teknis Industri Halal;

PERIN.03.03.PLF.01 Perumusan Regulasi dan Kebijakan Teknis Industri Halal

Inspektorat Jenderal

Perencanaan ‘
Pusat Pemberdayaan Industri| | perumusan regulasi

Halal dan kebijalfan teknis | | Penetapan regulasi
Industri Halal ‘ | dan kebijakan teknis
Industri Halal

Biro Hukum Feayuspuan
rancangan

—p regulasidan =—
kebijakan teknis

e - Industri Halal
Ditjen Sektor dan Ditjen KPAII Koordinasi
perumusan
regulasidan |
P kebijakan teknis
Pusat Data dan Informasi Industri Halal

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Industri

Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri

Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal

Penetapan regulasi dan
kebijakan teknis
Industri Halal

Kementerian Hukum dan
HAM
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b. PERIN.03.03.PLF.02 Penguatan Infrastruktur Industri Halal,

PERIN.03.03.PLF.02 Penguatan Infrastruktur Industri Halal

Standardisasi dan
Kebijakan Jasa

Sumber Daya
Manusia Industri

Ditjen KPAII dan
Ditjen IKMA

Badan
Penyelenggara

Jaminan Produk
Halal

Industri Koordinasi Pelaksanasn
penguatan . penguatan

Badan infrastriktur infrastridetur

P nge m'ba_ﬂga_ﬂ industri halal industri halal

Inspektorat
Jenderal
Momnitoring dan
evaluasi
penguatan

Pusat Pezlncs_ﬂt:;ﬂ Pelaporan penguatan infrastrulktur
Pemberdayaan itffrastmktur infrastruktur industri industri halal
Industri Halal industri halal halal

Badan
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c. PERIN.03.03.PLF.03 Fasilitasi Industri Halal;

PERIN.03.03.PLF.03 Fasilitasi Industri Halal

Inspektorat Jenderal
Monitoring dan

: evaluasi program
Penyampaian fasilitasi Industri
Perencanaan laporan

Pusat Pemberdayaan A Halal
; program fasilitasi = pelaksanaan
Industri Halal {ndustet Halal program fasilitasi
Industri Halal
Ditjen Sektor dan L Koordinasi
Ditjen KPAII pelaksanaan
program
fasilitasi
Industri Halal
Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal Pelaksanaan
program
fasilitasi
Industri Halal

Dinas yang
membidangi urusan
Perindustrian

Lembaga Pemeriksa
Halal

Lembaga Pendamping
Proses Produk Halal




d. PERIN.03.03.PLF.04 Promosi Industri Halal,

- 68 -

PERIN.03.03.PLF.04 Promosi Industri Halal

Inspektorat Jenderal

Pusat Pemberdayaan
Industri Halal
Perencanaan
promosi industri
Biro Hubungan halal
Masyarakat
Ditjen KPAII Koordinasi
pelaksanaan
promosi
industri halal

Ditjen Sektor

Kementerian/
Lembaga/
Pemerintah
Daerah/Institusi
Terkait

Pelaku Industri

Akademisi

Organisasi
Kemasyarakatan
Islam

Pelaksanaan
promosi
industri halal

oy

Penyusunan
laporan
pelaksanaan
promosi industri
halal

I

Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
promosi industri
halal
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PERIN.03.03.PLF.05 Kerja Sama Industri Halal,

PERIN.03.03.PLF.05 Kerja Sama Industri Halal

Inspektorat Jenderal

Pusat Pemberdayaan
Industri Halal

Perencanaan kerja
sama industri halal

Ditjen Sektor dan
Ditjen KPAII

Kementerian/
Lembaga/
Pemerintah Daerah/
Institusi Terkait

>

Akademisi

Koordinasi
pelaksanaan
kerja sama
industri halal

Pelaksanaan
kerja sama
industri halal

-

Penyusunan
laporan
pelaksanaan
kerja sama
industri halal

Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kerja sama
industri halal




f.
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PERIN.03.03.PLF.06 Pengawasan Industri Halal; dan

PERIN.03.03.PLF.06 Pengawasan Industri Halal

Inspektorat
Jenderal
Pusat Peilyusunan
Pemberdayaan e
laksanaan
: Perencanaan pe
Industri Halal i —— pengawasan

Ditjen KPAII

industri halal

Ditjen Sektor

Badan
Penyelenggara

Jaminan Produk
Halal

Koordinasi
pelaksanaan
pengawasan

industri halal

Pelaksanaan
pengawasan
industri halal

Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
pengawasan
industri halal
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g. PERIN.03.03.PLF.07 Penyusunan Rekomendasi Pemberdayaan Industri Halal.

PERIN.03.03.PLF.07 Penyusunan Rekomendasi Pemberdayaan Industri Halal

Inspektorat

Jenderal Monitoring dan

evaluasi

Perencanaan Rekomendasi
Pusat penyusunan Penyampaian Pemberdayaan

Pemberdayaan Rekomendasi — hasil Industri Halal

Industri Halal Pemberdayaan —»| Rekomendasi
Industri Halal Pemberdayaan

Industri Halal

Ditjen Sektor dan
Ditjen KPAII

Koordinasi
Badan penyusunan Rekomendasi
Penyelenggara || Helatcridsi Pemberdayaan
) Pemberdayaan .
Jaminan Produk Industri Halal s ndustriHalal

Halal

Penyusunan

Kementerian /
Lembaga Terkait

Dinas yang
membidangi
urusan
Perindustrian




11.
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a. PERIN.03.04.PLF.01 Perumusan Standar;

Sub-proses PERIN.03.04 Pengembangan Standardisasi Industri terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas fungsi sebagai berikut:

PERIN.03.04.PLF.01 Perumusan Standar

Ditjen Sektor

Badan
Standardisasi
dan
Kebijakan
Jasa Industri

Perencanaan
usulan Program
Nasional
Perumusan
Standar (PNPS)
bidang industri

Koordinasi
pelaksanaan
usulan Program
Nasional
Perumusan
Standar (PNPS)
bidang industri

bidang industri

Tidak
Penyusunan / :
konsep usulan ‘Verifikasi Penyusunan
Program " Penyusunan konsep i laporan
Nasional Penyampaian —»  Lkonsep SNI 9= SNI —# penetapan SNI
Perumusan usulan P Togram bidang industri bidan; bidang
| Standar (PNPS) | I ~ Nasional Wiz industri
bidang industri Perumusan 7
Standar (PNPS)

lYa

Badan Penetapan
Standardisasi Program Nasional | | Penetapan SNI
; 1 Perumusan bidang industri

Nasioda Standar (PNPS)
Perusahaan/

Asosiasi

Industri

v
Menteri

Menerima
laporan




b.

PERIN.03.04.PLF.02 Penerapan Standar;
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PERIN.03.04 .PLF.02 Penerapan Standar

Badan
Standardisasi
Nasional

Pemberian
persetujuan
penggunaan

tanda SNI
dan/atau tanda
kesesuaian

Monitoring dan

laporan

evaluasi
L. penerapan
Ditjen Sektor Frerapa
Koordi i —
Badﬂr} i EI'l;T-’Tzi Penyusunan
p el
Standardisasi Perencanaan atardart laporan
dan penerapan =P  bersama LPK — pelaksanaan = —
Kebijakan standac yang sudah penerapan
Jasa Industri diakreditasi oleh standar
KAN
Len‘lba?.ga Proses
Penilaian sertifikasi
Kesesuaian * ‘
I
Pelaku Usaha
Pembubuhan
L Penerimaan danmaa SNI
Kementerian/ Pengajuan sertifikat kepada k:: atau tanda
Lemba; sertifikasi pemohon yang s{_flr;{u?.xan
T kmgta standar telah memenuihi si:tr;m }i?rfsaés
er. tandar » 3
L] 2 dan/atau
personal
Pemerintah
Daerah
Menteri | Menerima
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PERIN.03.04.PLF.03 Pengembangan Standar;

PERIN.03.04.PLF.03 Pengembangan Standar

/ Laboratorium Uji

Asosiasi
Industri/Pelaku
Usaha Industri
Pengkajian
Badan ulang tqrhadap
Stands-:trdisasi &Tﬁf;ﬁﬁg
Nasional telah
dipublikasikan
Badan
Standardisasi dan
Kebijakan Jasa
Industri
Lembaga
Sertifikasi Produk

Koordinasi
pelaksanaan
program
pengembangan
standar
berdasarkan
hasil kaji ulang

Pelaksanaan
program
pengembangan o
standar Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
program

Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
program
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d. PERIN.03.04.PLF.04 Pemberlakuan Standar;

PERIN.03.04.PLF.04 Pemberlakuan Standar
Sekretariat Jenderal
Perencanaan
P emberlakuan o
Ditjen Sektor p " Monitoring dan
Ji evaluasi
— emberlakuan
Badan ? standar
Standardisasi dan . Koordinasi
Kebijakan Jasa pemberlakuan
Industri standar
Pelaksanaan
Perusahaan/ _| pemberlakuan
Pelaku Usaha standar
Industri
Kementerian /
Lembaga Terkait
Lembaga Penilaian
Kesesuaian
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi
Jenderal pemberlakuan
standar




€.
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PERIN.03.04.PLF.05 Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian,;

Pemantauan dan
evaluasi terhadap
kinerja LSPro dan
Laboratorium
Penguji yang
ditunjuk oleh
Menteri

e

Pemantauan dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan

pengujian
kesesuaian mutu —

Pemantauan dan
evaluasi terhadap
penyampaian
laporan hasil
kinerja sertifikasi
dan pengujian
kesesuaian mutu

PERIN.03.04 PLF.05 Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian
Pelaku Usaha Pembinaan
Industri terhadap industri Pengawasan
yang tidak terhadap
memenuhi =  pelaksanaan =
ketentuan pemberlakuan
. pemberlakuan S5SNI secara wajib
Ditjen Sektor SNI secara wajib
Badan Penyampaian
Standardisasi laporan hasil
dan Kebijakan kinerja serl:iﬁ}casi
Jasa Industri _ dan pengujian
Perencanaan Pelaksanaan P s l:m.ltu r
enyampaian
Lembaga program program laporan hasil
Sertifikasi pengemll:arlgan N— pengembangan kinerja sertifikasi S
Produk Lembaga Jorcinaal Lembaga dan pengujian
Pemla.lan pelaksanaan Penilaian 1 e orita
Kesesuaian program Kesesuaian
pengembangan
Laboratorium #cm::\aga
s enilaian
Penguji Kesesuaian
Komite
Akreditasi
Nasional




f.
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PERIN.03.04.PLF.06 Pengawasan Standar; dan

PERIN.03.04 PLF.06 Pengawasan Standar

| v
Pelaksanaan
cralliasi Koordinasi dengan 5 i
Hadan tingkat risiko Penerimaan o ! Penelusuran lanjutan Pelaporan haalll
Staramfangl kegintan laporan Ditjen P:eml:ln‘a Penugasan PPSI untuk melengkapi pengawasan di
dan Kebi visahs dan pengaduan . Industri terkait untuk melakul:ielln data. k.etid.aksesuaiap — pabrik secara
= lnduak:lnu'] tingkat masyarakat ke penyusunan penga\u]:?:n 1 T hasil pengawasan di lengkap ke;_)ada
kepatuhan Kepala BSKJI TEncena pa pemberitahuan Pemeriksaan Pemeriksaan proses pabrik Menteri
Perusahaan PragnwRgan R . kelengkapandan produksi dan
Industri kp & kesesuaian dokumen di pengendalian mutu di
epada Pelaku abrilk brik
1 Usaha P pa
Masyarakat /
Pelaku Usaha
Penvampaian
laporan
pengaduan Penyampaian
laporan
Biro Hubungan pengaduan
Masyarakat masyarakat ke
Kepala BSKJI
Penyampaian hasil
evaluasi data
Ditjen Sektor importasi dan/atau
evaluasi data neraca
komoditas
Pengujian Penyampaian
F kesesuaian produk laporan hasil
Laboratorium
Ui terhadap SNI, ST, = pengawasan di
g dan/atau PTC pabrik kepada
Kepala BSKJI
h ]
Penerimaan laporan
i hasil pengawasan di
AR pabrik secara

lengkap
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g. PERIN.03.04.PLF.07 Penyediaan dan Pengembangan Laboratorium Pengujian Standar Industri.
PERIN.03.04.PLF.07 Penyediaan dan Pengembangan Laboratorium Pengujian Standar Industri
; Penerimaan
Menteri laporan
Unit —
elaksanaan
Pelakss‘lna Penunjukkan program
Teknis Laboratorium pengembangan
r Laboratorium
1 i oleh Menteri Pengujian
Standar Industri & 4
ti Penvampaian onitoring dan
Badan Perencanaan Pemenuhan Pendaftaran SEREL yanip 5
o rogram Koordinasi S o peningkatan laporan program evaluasi pelaksanaan
Standardisasi pgnyf A Sdalieie SYaf]fjﬂtrilél:;iltﬁSI > errriiﬁazl infrastruktur penyediaan dan program penyediaan
dan Laboratorium program Pengujian Pen 'igan pengujian pengembangan | dan pengembangan
Kebijakan Pengujian penyediaan gyl {aboratoriun Lab?ratonum
Jasa Industri Standar Industri Laboratorium Pengujian i Pengujian Stfmdar
Pengujian Standar Industri Industri
Standar Industri
Komite
Akreditasi
Nasional
Badan
Standardisasi
Nasional
. Proses pendaftaran
Ll el akreditasi Lembaga
Perdagangan Pengujian
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi
Jenderal pelaksanaan
program
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12. Sub-proses PERIN.03.05 Peningkatan Kemampuan Perusahaan Jasa Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai
berikut:

a. PERIN.03.05.PLF.01 Perumusan NSPK Jasa Industri; dan

PERIN.03.05.PLF.01 Perumusan NSPK Jasa Industri

Jenderal

Ditjen Sektor
Badan Perencanaan Koordinasi
dan Kebijakan ) NSP. .Kje?.sa_ perumusan = sertifikasi
Jasa Industri indhstrl pronilas NSPK jasa Penyusunan badan usaha
industri NSPK jasa da?,‘g:?u N
prioritas industri proles1 bagi
- Pelaku /Perusah
ta
Badan prioritas aan Jasa
Pengembangan Industri
Sumber Daya
Industri
Perusahaan/
Asosiasi Industri
Penetapan NSPK
dan Lembaga
Kementerian Sertifikasi
Ketenagakerjaan Profesi Jasa
Industri
Prioritas *
Inspektorat Monitoring dan

evaluasi program




b.

PERIN.03.05.PLF.02 Fasilitasi Pengembangan Jasa Industri di Perusahaan Industri dan UPT Kementerian Perindustrian.
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PERIN.03.05.PLF.02 Fasilitasi Pengembangan Jasa Industri di Perusahaan Industri dan UPT Kementerian Perindustrian

Ditjen Sektor

Jenderal

Koordinasi
Perencanaan pelaksanaan
fasilitasi fasilitasi P
Badan pengembangan pengembangan ei’lgl:)s;gali
Standardisasi Jasa Industri di Jasa Industri di Pelaksanaan pel algs
dan Kebijakan Perugahaan Pemsal_laan pelatihan fasilitasi
Jaia adusis Industri dan UPT Industri dan peningkatan pengembangan
Kementerian UPT e
Perindustrian K teri pengetahuan Jaga Industr o
P e‘.n‘:i“ et?ian dan Perusahaan
erinclatian keterampilan Industri dan UPT
Badan SDM Industri Kementerian
Pengembangan Perindustrian
Sumber Daya
Industri
Perusahaan/
Asosiasi Industri
a4
i Penerimaan
Menteri laporan
Inspektorat Monitoring dan
evaluasi program
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13. Sub-proses PERIN.04.01 Promosi Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.04.01.PLF.01 Promosi Produk dan Jasa;

PERIN.04.01.PLF.01 Promosi Produk dan Jasa
Ditjen KPAII Sosialisasi dan
publikasi terkait
penyelenggaraan
— pameran =
promosi produk
dan jasa ' Monitoring dan evaluasi
Melakukan industri penyelenggaraan
Ditjen Sektor koordinasi Ea kegiatan pameran
dalam rangka Pe!a:ksapaan dan J promosi produk dan jasa
. fasilitasi pameran industri
persiapan :
Hisnvelenggata, pror.nom Produk_
Biro kan pameran dan jasa industri
Hubungan promosi produk
Masyarakat dan jasa
industri
Kementerian
/Lembaga
terkait
Pelaksanaan dan
Pelaku Usaha fasilitasi pameran
Industri promosi produk
dan jasa industri




b.
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PERIN.04.01.PLF.02 Pengembangan dan Promosi Investasi;

PERIN.04.01.PLF.02 Pengembangan dan Promosi Investasi

Ditjen KPAII

Ditjen Sektor

Perwakilan RI
di Luar Negeri

Pengelola/
Kawasan
Industri

Kementerian
Investasi/

BKFM

Kementerian/
Lembaga
Terkait

Mitra
Internasional

Pengumpulan
informasi
rekomendasi
sektor industri
yang
berpotensi
untuk
dipromosikan

Calon Investor

Pengumpulan
informasi
mengenai

rencana
kegiatan
Promosi
Investasi

Seleksi/ filtering kegiatan
promosi investasi dan
perusahaan/Kawasan

Industri yang ikut dalam

kegiatan

Konsultasi dengan
Direktorat Teknis
terkait daftar
perusahaan dan
sektor industri
untuk dipromosikan

Melakukan kegiatan
promosi investasi

!

Koordinasi dengan
pihak eksternal
terkait mengenai
dukungan yang

dibutuhkan dalam
rangka kegiatan

promosi investasi

Koordinasi dengan
stakeholder terkait tindak
lanjut rencana Investasi
R

v

Biro Hubungan
Masyarakat

Publikasi kegiatan
promosi investasi
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PERIN.04.01.PLF.03 Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Investasi; dan

C.
PERIN.04.01.PLF.03 Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Investasi
Konsultasi . .
‘ Seleksi/ filtering derigpti Kog;ldma;m de{lgan
. on Investor
Ditjen KPAII —| daftar kebutuhan Direktorat * terkait Tindak Lanjut
calon investor asing Telenis terlcait J1
di sektor industri Hhengensi Rencana Investasi
kemungkinan
masuknya calon
investor baru di
Ditjen Sektor sektor industri
(tertentu)
1
- v
Perwakilan
RI di Luar Pengumpulan
Negeri informasi
mengenai _ Koordinasi
Pengelola rencana investasi =~ dengan pihak
Kawasan para calon eksternal terkait
Industri investor mengena_i
. dukungan yang
Kementerian dibutuhkan
Investasi / dalam rangka
BKPM masuknya
investasi
Kementerian
/Lembaga
Terkait
Calon Melakukan pendampingan
proses realisasi investasi
Investor sektor industri




d.
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PERIN.04.01.PLF.04 Fasilitasi Kemitraan Dalam Rantai Suplai Global.

PERIN.04.01.PLF.04 Fasilitasi Kemitraan Dalam Rantai Suplai Global

Ditjen KPAII

Jenderal

Penja}j RO Kerja sama
Ditjen Sektor denkgeaﬂﬁlgfgglaga ,  dengan il
- lgmbaga miﬁa —] program kerja
Lembaga internasional internasional | Ly sama dengan
Mitra mitra
Internasional internasional
Asosiasi
Industri
Perusahaan /
Pelaku
Industri
Inspektorat

Monitoring dan
evaluasi promosi
produk dan jasa
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14. Sub-proses PERIN.04.02 Kerja Sama Internasional terdiri atas 5 (lima) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a. PERIN.04.02.PLF.01 Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Internasional;
PERIN.04.02.PLF.01 Kerja Sama Sumber Daya [ndustri (SDI) Internasional
Ditjen KPAII Penyusunan
dan Penyusunan
perumusan usulan
| kebijakan [—# perjanjian [ || | Monitoring
Perencanaan . ; dan evaluasi
Ditjen Sektor kerja sama J kerjasama kerja sama ilitasi
11;(3;1 j JSD[ sDI sDI Fasilitasi kerja sama
adan ; ; i i
; . internasional . industri SDI
pada internasional Peny efl;;lfrgnaraan (pendampingan, internasional
Kemenperin Penyediaan Penyusunan Pziﬁing;;? koordinasi kwork?hop_.l
| informasi naskah > 18 denza.n 1 dalam . onsubt.an.sl,
SDI Negara perjanjian negara dan meningkatkan emu bisnis)
Mitra Asing Mitra kerja sama mitra industri pelma.t]i‘aatan
kerja sama SDI
internasional
At Penyusunan
Asosiasi _ N . s
i > usulan perjanjian
Industri kerja sama SDI
Kementerian
/Lembaga
Terkait
Y
Monitoring dan evaluasi
Ifjrspe;ftozt kerja sama SDI
ender internasional




b.
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PERIN.04.02.PLF.02 Kerja Sama Industri Internasional Forum Regional, Bilateral, dan Multilateral;

PERIN.04.02.PLF.02 Kerja Sama Industri Internasional Forum Regional, Bilateral, dan Multilateral

Ditjen KPAII

Ditjen Sektor

Identifikasi
awal potensi
pengembangan
akses industri
melalui kerja
sama industri

internasional -

forum regional,
bilateral dan

Menyusun analisis Fasilitasi
awal posisi runding penyusunan
(TIG, TIS, economic posisi
cooperation, investasi, runding Berpartisipasi
trade remedies, dll) dalam kerja aktif dalam
sektor industri » sama industri perundingan
internasional —] kerja sama
forum [ = industri e
regional, internasional
bilateral dan forum regional,
multilateral bilateral, dan

multilateral

Monitoring dan
evaluasi hasil kerja
sama industri
internasional forum
regional, bilateral dan
multilateral

Jenderal

Kementerian multilateral
/Lembaga & (men:ty
: easibili
Terkait Study)
Tenaga Ahli
Perusahaan/
Pelaku Monitoring dan
Industri evaluasi hasil kerja
sama industri —
internasional forum
Inspektorat regional, bilateral dan
multilateral




C.

PERIN.04.02.PLF.03 Fasilitasi Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional;
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PERIN.04.02.PLF.03 Fasilitasi Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional
Menyusun
Identifikasi rekomendasi terkait
Ditjen KPAII hambatan ——| penanganan hambatan ¥ ;
akses industri akses industri B:Ei-r;l :;;?181
internasional internasional Fasilitasi dalam fo
(kebijakan non- A pemberian internasional
tarif) yang rekomendasi terkait
dialami oleh penanganan
; hambatan
Dijen Sktor|  Indir Dalam b | e
" internasional internasional
sektor
Kementerian industri
/Lembaga
/Instansi
Terkait
P h
en;:la;l:uan/ Identifikasi hambatan akses
Industi/ industri internasional (kebijakan
g non-tarif) yang dialami oleh
Asosnas? Industri Dalam Negeri
Industri

Monitoring
dan evaluasi
penanganan

hambatan

akses industri ||

internasional
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PERIN.04.02.PLF.04 Penyusunan Rekomendasi Manfaat dan Dampak Free Trade Agreement; dan

PERIN.04.02.PLF.04 Penyusunan Rekomendasi Manfaat dan Dampak Free Trade Agreement

Analisis dampak

kerja sama
Ditjen KPAII internasional
terhadap sektor
industri Penyusunan
rekomendasi
terkait
Kementerian > pemanfaatan
/Lembaga dan ana.lisi§
/Instansi dampak kerja
Terkait sama industri
internasional b
Perusahaan/
Pelaku
Industri/
Asosiasi
Industri

Ditjen Sektor

Sosialisasi /

diseminasi
rekomendasi

terkait

pemanfaatan

dan analisis
dampak kerja
sama industri
internasional di
sektor industri

Fasilitasi
pemanfaatan
kerja sama
industri
internasional
di sektor
industri

Monitoring dan
evaluasi terkait
penyusunan
rekomendasi

v

pemanfaatan
kerja sama

industri
internasional di
sektor industri
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e. PERIN.04.02.PLF.05 Kerja Sama Teknik Bidang Industri.

PERIN.04.02.PLF.05 Kerja Sama Teknik Bidang Industri

Fasilitasi
penyelenggaraan
Ditjen KPAII » dan implementasi
kerja sama teknik
di sektor industri
Koordinasi
terkait kerja
sama teknik di P
Ditjen Sektor sektor industri Inisiasi kerja
» sama teknik di
sektor industri
Kementerian
/Lembaga
/Instansi
Terkait
Biro Hukum

Monitoring dan
evaluasi kerja
sama teknik di

sektor industri | |
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15. Sub-proses PERIN.04.03 Hilirisasi Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.04.03.PLF.01 Pendampingan Investasi Dalam Rangka Akselerasi Industri; dan

PERIN.04.03.PLF.01 Pendampingan Investasi Dalam Rangka Akselerasi Industri

Monitoring dan
Evaluasi pada
o Melakukan Memfasilitasi 3 pendampingan
Dit Sekt ] ; :
HIEE BESEE koordinasi industri terkait investasi dalam _
terkait investasi —» investasi dalam rangl'ia akse}eram
dalam rangka rangka —[ Pelaksanaan . industri
akselerasi akselerasi 'Pendam.pmgan —
Kementerian industri industri ‘ . investasi dalam =I
Investasi / rangka ‘
BKPM akselerasi
: ; industri
Pelaku Usaha
Industri
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PERIN.04.03.PLF.02 Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bagi Industri.

Monitoring dan

b.
PERIN.04.03.PLF.02 Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bagi Industri

evaluasi kegiatan

Menyusun rancangan

rekomendasi
kebijakan fasilitasi

pemanfaatan sumber

i fasilitasi

pemanfaatan
sumber daya alam

Ditjen Sektor Melakukan
analisa dan
kajian dalam daya alam
rangka fasilitasi Melakukan
pemanfaatan koordinasi
Kementerian/ sumber daya dalan'% rangka
Lembaga alam fasilitasi Pelaksanaan
Terkait pemanfaatan kegiatan
sumber daya | fasilitasi | |
alam e pemanfaatan
Reviu kebijakan sumber daya
terkait fasilitasi alam
Biro Hukum pemanfaatan
sumber daya
alam
Pelaku
Usaha/
Asosiasi
Industri
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16. Sub-proses PERIN.05.01 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi
sebagai berikut:
a. PERIN.05.01.PLF.01 Bimbingan Teknis bagi Wirausaha Baru (WUB) IKM (Swakelola); dan

PERIN.05.01.PLF.01 Bimbingan Teknis bagi Wirausaha Baru (WUB) IKM (Swakelola)
Perencanaan
i Program
Ditjen bimbingan teknis |
Sektor bagi WUB IKM
dengan metode
swakelola
leksi Monitoring dan evaluasi
Se eétsl peseria Penyusunan program/kegiatan untuk
Ditien IKMA Rekrutmen kunenuﬁxanan | laporan dilanjutkan pada tahun
itjen i | -Ln g4 pelaksanaan | berikutnya sebagai
b.pe;fa Sg"p I 9k-"ka himbingan teknis evaluasi menyeluruh
um sngan 1pErukan keberhasilan program
teknis
Koordinasi __ L J
Pemerintah pelaksanaan
Daerah program S —
== bimbingan
teknis bagi
Unit g6 W:r?ranel‘\c{o i Pelaksanaan
Pelaksana I:E.rakelnla pelatihan
Teknis Achievement
Motivation —
Ly Training (AMT),
Kewirausahaan )
dan/atau Penerbitan
teknis produksi sertifikat pelatihan
Lembaga serta program ) yang
Pendidikan magang ditandatangani oleh
——— Direktur IKM
terkait
Menyampaikan Pelaporan terkait kemajuan
Sentra IKM/ usulan calon usaha kepada Ditjen IKMA
Kelompok > pratria | terkait setiap 1 tahun sekali
Masyarakat bimbmlgan selama 3 tahun sejak
teknis diserahterimakan fasilitas
Monitoring dan evaluasi
program,/ kegiatan untuk
Inspektorat dilanjutkan pada tahun
Jendaral berikutnya sebagai evaluasi
menyeluruh keberhasilan
program
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b. PERIN.05.01.PLF.02 Bimbingan Teknis bagi Wirausaha Baru (WUB) IKM (Pengadaan Langsung).
PERIN.05.01.PLF.02 Bimbingan Teknis bagi Wirausaha Baru (WUB) IKM (Pengadaan Langsung)
Perencanaan
22 program
Ditjen IKMA bimbihgan
teknis bagi
WUB IKM  —
dengan
metode
Pengadaan
Langsung Melakukan
Kk g ordinasi Pengadaan Menerima dan Monitoring dan
5 langsung kepada laporan evaluasi
Ditjen . mengenai Pihak Ketiga -
tujuan g - kegiatan — pelaksanaan
Sektor kualifil ,si i bl?mgfaiﬂk ) Bimbingan bimbingan
peserta dan lbn;g:nwg?.lllli’. ;"K;;ls Teknis bagi IKM teknis
¥ instruktur,
serta jadwal A
dan tempat
Bimbingan
Pemerintah Teknis bagi
Daerah IKM (teori
dan praktek)
Pelaksanaan Menyusun dan
kegiatan menyampaikan
Pihak Ketiga -p- Bimbingan Teknis | laporan kegiatan
bagi IKM oleh Bimbingan
Pihak Ketiga Teknis bagi IKM
- Vv
Monitoring dan
evaluasi
Inspektorat pelaksanaan
Jenderal bimbingan
teknis
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17. Sub-proses PERIN.05.02 Pemberian Fasilitas Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai

berikut:

a. PERIN.05.02.PLF.01 Bantuan Mesin dan/atau Peralatan IKM;

PERIN.05.02.PLF.01 Bantuan Mesin dan/atau Peralatan IKM
Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan
bantuan mesin
dan/atau
; peralatan —
e S ceemiindll
it . terhadap Serta penerima
Ditjen IKMA Penyampaian proposal plgeneri_ma bantuan Menitoring dan
pell:"::gl(:i:i}an et bantuan mesin evaluasi program
bantuan mesin dan/atau bantuan mesin
eralatan : dan/atau
I_’ dan/atau Ya K p aha Serah terima )
peralatan eglatan usa banfias peralatan L]
i kegiatan usaha Tidak _IKM dfil.ﬂ st kegiatan usaha
Pengajuan 551‘31:1 terhadap KM dlsamllleal’r_can St IKM
eserta program melalui
Feerintoh penl.?r?tl;:o}:lan pbantuall: m%rsin Pemda/Dinas F}’:ra_l:tt:::
Daerah mendapatkan dan/atau peralatan terkait uszelﬁa KM
bantuan yang kegiatan usaha IKM
dibutuhkan untuk
kegiatan usaha
kelompok industri
dalam bentuk
Pelaloy Usaha, proposal yang
Industri ditujukan kepada
Dinas terkait
A
Lembaga i
Kebijakan Pengadaan bantuan
Pengadaan mesin dan/atau
Barang/ Jasa pers.l_atan untuk
Pemerintah penerima bantuan
Monitoring dan
Inspektorat e;ﬁ;f;ﬁl;g;in
Jenderal dan/atau peralatan
kegiatan usaha [KM




b.
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PERIN.05.02.PLF.02 Partisipasi Pameran Dalam Negeri;

PERIN.05.02.PLF.02 Partisipasi Pameran Dalam Negeri
Pengajuan o
perencanaan Partisipasi I:llomt_o rmgtclan :
Ditjen IKMA partisipasi — pameran dalam ——» evauast partistpast
pameran dalam negeri ‘ pametan d‘alam
negeri b
Pemerintah Zekmtmerr:
calon peserta
Daerah
Koordinasi dalam pameran
rangka
berpartisipasi
dalam pameran
dalam negeri
Pelaku & Partisipasi
Usaha pameran dalam
Industri negern
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi partisipasi
Jenderal pameran dalam
negeri
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c. PERIN.05.02.PLF.03 Fasilitasi Instruktur/Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis; dan

PERIN.05.02.PLF.03 Fasilitasi Instruktur/Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis
Perencanaan Menyiapkan Mengirimkan
pelaksanaan Mengumpulkan konsep surat surat penugasan

Ditjen IKMA bimbingan dan —»> penugasan —*  instruktur/

teknis mengusulkan instruktur/ narasumber
data instruktur/ — narasumber bimbingan teknis
narasumber .
yang
Ditjen berkompeten
Sektor
Lembaga Menerima surat
Pelatihan penugasan
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d. PERIN.05.02.PLF.04 Pendampingan Bagi IKM.

PERIN.05.02.PLF.04 Pendampingan Bagi IKM

Kajian dan
analisa terhadap
Ditjen IKMA program
pendampingan
bagi IKM Koordinasi
pelaksanaan
Pemerintah g progra :
Daerah pendampingan bagi
IKM
Pelaku Usaha
Industri
Kementerian/
Lembaga
Terkait

e-commerce

Pemberian fasilitasi HKI
pendaftaran merk,
desain kemasan,
branding material,
sertifikasi Halal / SNI,
KUR, aset digital
marketplace/ media
sosial/ website

Monitoring dan

. | evaluasi program

pendampingan
bagi IKM

Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan
evaluasi program
pendampingan
bagi IKM
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18. Sub-proses PERIN.06.01 Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.06.01.PLF.01 Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri;

PERIN.06.01.PLF.01 Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri
Perencanaan
perumusan Monitoring dan
Ditjen KPAII kebijakan | evaluasi perumusan
fasilitasi kebijakan
Kawasan pembangunan
Industri Kawasan Industri
Perumusan
kebijakan
Pelaksanaan ——  Pengolahan fasilitasidan ]
studi dokumen data/informasi pengembangan
dan studi serta Verifikasi Kawasan
Ditjen Sektor lapangan % penyusunan TP data dan e Industri
P dalam rangka analisa informasi Ya
perumusan data/informasi
kebijakan terkait kebijakan
pembangunan pembangunan Tidak
kawasan kawasan
industri industri
Biro Hukum
Perusahaan
Kawasan
Industri
A
. Perumusan
Biro p Lkebijakan fasilitasi
Perencanaan dan pengembangan
Kawasan Industri
Monitoring dan evaluasi
Inspektorat perumusan kebijakan
Jenderal pembangunan Kawasan
Industri
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b. PERIN.06.01.PLF.02 Pendampingan Pembangunan Kawasan Industri,

PERIN.06.01.PLF.02 Pendampingan Pembangunan Kawasan Industri
: . Koordinasi penyediaan lahan o
Koordinasi antar : Monit d
Persiapan kementerian/lembaga unbik kepentingan Ui va:f:;ii =
e Pefidampingan terkait dalam penyelesaian dan Eemben filan pendampingan
Ditjen KPAII Pembangunan . —# kelembagaan dan regulasi
g aspek-aspek yang terkait Pelaporan b
Rawagan P 4 F’h y : & i bank tanah {land bank) 3 B PR
Indastri per ane\ﬂ_]e\ar:1 an ta ik e arEan. pirr:n };lar[:j pm;-%:;l Iﬂ.;v‘as{ill'l
Penyusunan g kawasan industri P Kawagsn naustrl
dokumen rencana Industri
pembangunan
. kawasan industri,
Ditjen Sektor termasuk analisis
kelayakan (Feasibility
Study) dan
PENVUSUNANL IeNCcansa
Perusahaan induk (masterplan)
Kawasan
Industri
Pemerintah
Daerah
Koordinasi antar
e e e kementeri_an!]embaga
i terkait dalam Koordinasi penyediaan
a"f 1M 'B-ga- penyelesaian aspek- lahan untuk kepentingan
terkait aspek yang terkait umum dan pembentukan
pertanahan dan tata kelembagaan dan regulasi
Kamenterian ruang bank tanah {land bank)
untuk pembangunan
ATR/BPN kawasan industri
Lembaga
Manajemen
Aset Negara
. -
Penerimaan laporan
Menteri pendampingan
pembangunan Kawasan
Industri
Inspektorat Monitoring dan evaluasi
deral pendampingan pembangunan
Jendera Kawasan Industri




PERIN.06.01.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri;
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PERIN.06.01.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri

Persi Monitoring dan
ersiapan sl
Ditjen KPAIl | | Fombangunan Belaporat pembangunan
Kawasan pembangunan infrastruktur
Industri »  infrastruktur Ka::asal:‘
Penyusunan Kawasan Industri
studi kelayakan Industri
(Feasibility Pembangunan
Ditjen Sektor Invetarisir Study)untuk | infrastruktur
potensi pembangunan dalam Kawasan
frviatant infrastruktur Industri
industri dalam dalam Kawasan
Perusahaan Kawasan Industri
Kawasan Industri
Industri
Pemerintah
Daerah
Biro
Perencanaan
Penyusunan studi kelayakan Plembangtma_n
Kementerian (Feasibility Study) untuk infrastruktur
PUPR pembangunan infrastruktur dalam Kawasan
dalam Kawasan Industri Industri
Penerimaan laporan
, pembangunan
Menteri infrastruktur Kawasan
Industri
Monitoring dan evaluasi
Inspektorat pembangunan
Jenderal

infrastrulktur Kawasan
Industri
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d. PERIN.06.01.PLF.04 Fasilitasi dan Pemberian Perizinan Berusaha Kawasan Industri;
PERIN.06.01.PLF.04 Fasilitasi dan Pemberian Perizinan Berusaha Kawasan Industri
Persiapan Monitoring
Fasilitasi e;eéﬁom dan evaluasi
P dl?n > ?nfrastmglmankm |—{ pembangunan
Ditjen KPAII CTRROTIRT infrastruktur
J P Kawasan
S Industri Kamrnpu
iy Industri
wasan
Industri Koordinasi
Fasilitasi dan
LP P;er?‘i:f::l‘{l = | Penp;:;l;ﬁ:gan B Faafitaal Fasilitasi ] PEIl“inzli:i:n
Kementerian Berusaha Penyusunan chnge 1&3361211 Penataan dan Berusaha,
/ Lembaga Kawasan Dokumen | ar;'e:i;‘l_er itan _, Penerapan | Penataan dan
Terkait Industri Perizinan B Standar Penerapan
erusaha
Berusaha Koo Kawasan Standar
Kawasan Industri (IUKI) Industri Kawasan
Industri (TUKT) naus Industri
Pemerintah
Daerah
Perusahaan
Kawasan
Industri
Penerimaan
laporan
Menteri pembangunan
infrastruktur
Kawasan Industri
Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan evaluasi

pembangunan

infrastruktur Kawasan

Industri
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PERIN.06.01.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kawasan Industri;

PERIN.06.01 PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kawasan Industri

Kawasan Industri

Perencanaan Pélaboran
Perencanaan pengawasan kempamn
peEngawasan dan
RS y pengawasan dan Monitori
Ditjen KPAIl fenaenaaliEa r* pe;gﬁ;i:ian —#| pengendalian Monitoring dan dan cvall]:;gsi
pembangunan berusaha pembangunan evaluasi pengawasan
Kawasan Kamagsn K‘“‘”MQ{‘ pengawasan dan dan
Industri Industri Industri —»| pengendaliam ——# pengendalian
pembangunan perizinan
Kawasan berusaha
Koordinasi Koordinasi Industri Kawasan
peagawRsAT pengawasarn Industri
dan
- dan i
Ditjen Sektor etgandaiEn — ptngg_n_dahﬂn
pémBangunan & perizinan Pengawasan
® dan berusaha dan
Industri pengendalian Kawasan pengendalian
pembangunan Industri perizinan —
Kementerian / Kawasan berusaha
Lembaga Industri Kawasan
T it Industri
Dinas
Perindustrian
Perusahaan
Kawasan
Industri
Penerimaan laporan
kegiatan pengawasan
Menteri dan pengendalian pr
pembangunan Kawasan
Industri
Monitoring dan Maonitaring dan
evaluasi evaluasi
Inspektorat pengawasan dan pengawasan dan
Jenderal pengendalian pengendalian
pembangunan perizinan berusaha

Kawasan Industri
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f.  PERIN.06.01.PLF.06 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kawasan Industri; dan

PERIN.06.01.PLF.06 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kawasan Industri
Persiapan fasilitasi T ey Pt;l;:).pmfan klegﬁtan Ma(l.}nito‘rifng{lifn'
iti peningkatan : fasilitasi peningkatan evaluasi fasilitasi
Didden BEATL kemampuan > infrastruktur dalam kemampuan Kawasan —»  peningkatan
Kawasan Industri Kawasan Industri Indust emsmpian
Kawasan Industri
Koordinasi Fasilitasi
Ditjen Sektor peiilii:gl‘;i’an Fasilitasi kerja L _ koordinasi J
kemampuan sama teknis investasi tenan
K o | pengembangan industri dalam ]
Kementerian Industri - infrastruktur - Kawasan Industri
dalam
/ Lembevtga Kawasan
Terkait Industri
Perusahaan )
Kawasan pmgilg’l&l;gm
Industri ol 3
dalam Kawasan
Kementerian Industri
PUPR
Pemerintah
Daerah
Kementerian Fasilitasi koordinasi M;nito‘rifng_;:'lan_
Investasi / investasi tenan industri c"p:r:ﬁg]?:;;]am
BKPM dalam Kawasan Industri b migtpuRn
Kawasan Industri —
Inspektorat
Jenderal
3
Penerimaan laporan ‘
: kegiatan fasilitasi |
Mentert peningkatan kemampuan
Kawasan Industri
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PERIN.06.01.PLF.07 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri.

PERIN.06.01.PLF.07 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri

Penyusunan

Persiapan evaluasi Identifikasi dan \anaran eralGas Monitoring dan
. dan pelaporan analisis data terkait dr;n pelaporan soakiagi pr% gram
Ditjen KPAII pelaksanaan %  pembangunan pelaksanaan evaluasi dan
pembangunan Kawasan Industri
Kawasan Industri yvang telah dilakukan Kgﬁ;ﬁ? Igr;l;l?;lm pelaporen
Koordinasi
terkait evaluasi
S dan pelaporan
Ditjen lp»  pelaksanaan
Sektor pembangunan
Kawasan
Industri
Pemerintah
Daerah
Perusahaan
Kawasan
Industri
h 4
Menteri Pef;?;f;;an
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi program
Jenderal evaluasi dan

pelaporan




19. Sub-proses PERIN.06.02 Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas 6 (enam) peta lintas fungsi sebagai

berikut:
PERIN.06.02.PLF.01 Perumusan Kebijakan Fasilitasi dan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;

a.
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PERIN.06.02.PLF.01 Perumusan Kebijakan Fasilitasi dan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Ditjen KPAII

Ditjen Sektor

Pemerintah
Daerah

Kementerian /
Lembaga
Terkait

Biro
Perencanaan

Inspektorat
Jenderal

Biro Hukum

Perencanaan
perumusan
kebijakan
fasilitasi dan
pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan
Industri

Pelaksanaan studi
dokumen dan
studi lapangan
dalam rangka

perumusan

kebijakan ——
fasilitasi dan

pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan

Industri

Pengolahan
data/informasi

serta penyusunan

analisa
data/informasi

terkait kebijakan

fasilitasi dan
pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan
Industri

Perumusan kebijakan
fasilitasi dan
pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan
Industri

Monitoring dan
evaluasi perumusan
kebijakan fasilitasi
dan pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri




b.
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PERIN.06.02.PLF.02 Pendampingan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;

PERIN.06.02.PLF.02 Pendampingan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
Biro
Perencanaan
Redesain
Zona
industri
Ditjen KPAII Diseminasi Melakukan berbasis
. . .. . Wilayah
Koordinasi kebijakan reviu 22 Pusat
dalam rangka dan Wilayah Pe I“t‘li?nb Melakukan
pengembangan program Pusat — 5 ey kerja sama [ Pel — Monitoring dan
Wilayah Pusat Wilayah Pertumbuh Tndanbd teknis dan clapoLall evaluasi
Dasierititah Pertumbuhan Pusat an Industri RENSES penguatan pendamg) ngan terhadap
Daerah Industri Pertumbuh' konektivitas I:;Egeglh ;nﬁz? ~» pengembangan
an Industri antar Wilayah | | po S0 158" | Wilayah Pusat
Pusat S Pertumbuhan
Pertumbuhan — T Industri
Industri
Kementerian
/ Lembaga
Terkait
Inspektorat
Jenderal
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PERIN.06.02.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;

PERIN.06.02.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Ditjen Sektor

Ditjen KPAII Monitorine dan
Penyusunan studi Pelaporan pemb: n?l;ﬁam
Pembangunan infrastruktur Wilayah ——  P€ gunan
kelayakan untuk I astealriar Pu e —»  infrastruktur
pembangunan - ; sat Pertamml Al Wilayah Pusat
Pemerintah infrastruktur Wilayah | ° Wilsoyals Puasat Industri Pertumbuhan
Dacrak Pusat Pertumbuhan Perﬁ‘;g?;gan hdustd
Penyusunan business Industri
plan industri
Kementerian
/ Lembaga
Terkait
Perusahaan
Kawasan
Industri
Biro Monitoring dan
Perencanaan evaluasi
pembangunan
infrastruktur
Wilayah Pusat
Inspektorat Pertumbuhan
Jenderal Industri

Penerimaan laporan

. pembangunan infrastruktur

Menteri Wilayah Pusat Pertumbuhan
Industri




d.
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PERIN.06.02.PLF.04 Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;

PERIN.06.02.PLF.04 Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Ditjen Sektor

Ditjen KPAII

Pemerintah
Daerah

Kementerian
/ Lembaga
Terkait

Perusahaan
Kawasan
Industri

Penyusunan
rencana fasilitasi
pemanfaatan
Sumber Daya
Industri di Wilayah
Pusat
Pertumbuhan
Industri

Pelaksanaan
Studi
pemanfataan
sumber daya
industri di
Wilayah Pusat
Pertumbuhan
Industri

Fasilitas Kerja
Sama Teknis
pemanfataan
sumber daya

industri di Wilayah
Pusat Pertumbuhan

Industri

Bimtek

pemanfataan

sumber daya
industri di Wilayah
Pusat Pertumbuhan

Industri
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e. PERIN.06.02.PLF.05 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan

PERIN.06.02.PLF.05 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Ditjen Sektor

Ditjen KPAII T
? Fasilitas penataan Hasilitas: lectja

dan penerapan | sama teknis | Bimtek
; : | pengembangan pengembangan
Pemerintah Standgzswailayah —» infrastruktur —  Wilayah Pusat
Daerah Pertaiibitizm Wilayah Pusat Pertumbuhan
industei | Pertumbuhan | | Industri |
Kementerian / Industri
Lembaga Terkait
Perusahaan

Kawasan Industri




f.

- 110 -

PERIN.06.02.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.

PERIN.06.02.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
Pemerintah
Daerah
Identifikasi dan
e analisis data
Ditjen Sektor terkait
pengembangan
B Wilayah Pusat
Pertumbuhan
IndusFri yvang telah Monitoring dan
Pkisnat sritans Identifikasi dan dilakukan Penyusunan laporan evaluasi program
pe}_p] e analisis data terkait pelaksanaan evaluasi dan
A b pengembangan pengembangan Ll pelaporan
Ditjen KPAII p‘:,ﬁie:h :3321: il Wilayah Pusat Wilayah Pusat pelaksanaan
Pe rtumb{lhan Tadusts Pertumbuhan Industri Pertumbuhan pengembangan
yang telah dilakukan Industri Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri
Penerimaan laporan
pelaksanaan
Menteri — pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri
Monitoring dan
evaluasi program
evaluasi dan
Inspektorat pelaporan
Jenderal pelaksanaan
pengembangan
Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri




20. Sub-proses PERIN.06.03 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas 6 (enam) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a.

b.

-111 -

PERIN.06.03.PLF.01 Perumusan Kebijakan Fasilitasi dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

PERIN.06.03.PLF.01 Perumusan Kebijakan Fasilitasi dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Ditjen KPAII

Perencanaan perumusan

Penyusunan Dokumen

Pendukung dalam rangka

perumusan kebijakan
fasilitasi dan
pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri

\

Pengolahan
data/informasi serta
penyusunan analisa

data/informasi terkait
kebijakan fasilitasi dan
pengembangan Kawasan

e kebijakan fasilitasi dan Peruntukan Industri
Ditjen Sektor pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri
Biro Ly
Perencanaan
Ferusan . Penyusunan Dokumen Pengolahan
Industri Pendukung dalam data/informasi serta
rangka perumusan penyusunan analisa
kebijakan fasilitasi dan data/informasi terkait
pengembangan kebijakan fasilitasi dan
Perencanaan perumusan Kawasan Peruntukan pengembangan
Pemerintah kebijakan fasilitasi dan Industri Kawasan Peruntukan
Daerah pengembangan Kawasan Industri
Peruntukan Industri

Perumusan
kebijakan fasilitasi
dan
pengembangan
Kawasan
Peruntukan
Industri

PERIN.06.03.PLF.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
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PERIN.06.03.PLF.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Koordinasi antar pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dengan
kementerian/lembaga terkait

Koordinasi penyediaan lahan
melalui pengembangan kawasan
e peruntukan industri yang

Ditjen KEAI veritue prusiapan kgwasan = Melakukan review 7| didukung dengan infrastruktur

peruntukan industri dfﬂam terhadap pengembangan baik di dalam kawasan maupun di

Rencana Tata Ruang Wilayah kawasan peruntukan luar kawasan peruntukan industri

kabupaten/kota industri
Ditjen Sektor
Koordinasi penyediaan lahan melalui
Kementerian pengembangan kawasan peruntukan industri
yang didukung dengan infrastruktur baik di
ATR/BPN dalam kawasan maupun di luar kawasan
peruntukan industri
Kementerian / Koordinasi antar pemerintah
Lembaga Terkait provinsi/kabupaten/kota dengan

kementerian/lembaga terkait Melakukan review terhadap
untuk penetapan kawasan pengembangan kawasan
peruntukan industri dalam peruntukan industri

Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Daerah kabupaten/kota Koordinasi penyediaan lahan
melalui pengembangan kawasan
peruntukan industri yang
didukung dengan infrastruktur
Persdt Teidvistr baik di dalam kawasan maupun di

dan Perusahaan
Kawasan Industri

luar kawasan peruntukan industri
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c. PERIN.06.03.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri;

PERIN.06.03.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri

Monitoring, evaluasi, dan
koordinasi pembangunan
infrastruktur Kawasan
Peruntukan Industri

Ditjen KPAII >

Ditjen Sektor

Biro Petencanaan Inventarisasi Racrdinas
kebutuhan
kebutuhan
Infrastruktur =
K P Infrastruktur
P awz:sin Kawasan o . . )
Kementerian / eruntilsan Peruntukan Industri Monitoring, evaluasi, dan koordinasi
. Industri pembangunan infrastruktur Kawasan
Lembaga Terkait Peruntukan Industri

Pemerintah Daerah

Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri

Monitoring, evaluasi, dan koordinasi
Inspektorat Jenderal pembangunan infrastruktur Kawasan
Peruntukan Industri

d. PERIN.06.03.PLF.04 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
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PERIN.06.03.PLF.04 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Penyampaian laporan
. ) pelaksanaan fasilitasi
Ditjen KPAII Bimtek Penataan pengembangan Kawasan
dﬂ{l P‘?ﬂEfﬂPa_-ﬂ Peruntukan Industri
Eriteria Teknis
Kawaszan
Peruntultan Industri
Koordinasi dalam
» rangka pelakszanaan
Ditjen Sektor fasilitas=i
Perencanaan r petigembangan
program fazilitasi Kawasan Peruntukan
pengembangan J Industri
. Kawasan
Kementerian Peruntulkan
[/ Lembaga Industri
Terkait
Pemerintah Bimtek Penataan
Daerah dan Penerapan
Kriteria Teknis
Kawasan
Peruntultan
Perusahaan Industri
Kawasan
Industri
Y
Penerimaan laporan
pelaksanaan fasilitasi
Menteri pengembangan
Kawasan Peruntulan
Industri

e. PERIN.06.03.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
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PERIN.06.03.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Ditjen KPAII

Perencanaan
pengawasan
Ditjen Sektor dan )
pengendalian
pengembangan
Kawasan
Kepala Unit Kerja Peruntukan
/ Kepala Unit Industri
Pelaksana Teknis
Pemerintah
Daerah
Perusahaan
Industri dan
Perusahaan

Kawasan Industri

Koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian
pengembangan
Kawasan
Peruntukan
Industri

Pengawasan
dan
pengendalian
pengembangan
Kawasan
Peruntukan
Industri

Penyiapan kegiatan

konsultasi Monitoring dan
monitoring dan evaluasi pengawasan
evaluasi dan pengendalian
pengembangan
Kawasan Peruntukan |
Industri
Penyiapan
kegiatan
] konsultasi
monitoring dan
evaluasi

Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan evaluasi
pengawasan dan
pengendalian
pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri
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PERIN.06.03.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

PERIN.06.03.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan
Industri

Persiapan evaluasi Identifikasi dan a_a.ma.l_isis Penyandingan kriteria telenis Pelaporan Koord.lnjm tq?rkaut
. pelaksanaan data terkait pengemban Kawasan pelaksanaan evaluasi
Diggen KPAII pengembangan —+ pengembangan Kawasan — ™ & : pengembangan pengembangan
3 Peruntukan Industri dengan
Kawasan Peruntukan Industri yang hasil evaluasi Kawasan Peruntukan Kawasan
Peruntukan Industri telah dilakukan Industri Peruntulkan Industri
Ditjen Sektor Koordinasi
terkait evaluasi
pengembangan | |
Kawasan
Peruntukan
Pemerintah Industri
Daerah Penyandingan kriteria telenis
pengembangan Kawasan
—— Peruntukan Industri dengan
Peruszahaan hasil evaluasi
Industri dan
Perusahaan
Kawasan
Industri
Koordinasi terkait
evaluasi
Inspektorat pengembangan
Jenderal Kawasan
Peruntukan
Industri
Penerimaan laporan
pelalkt=anaan
Menteri pengembangan
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21. Sub-proses PERIN.06.04 Pengembangan Kawasan Tertentu terdiri atas 6 (enam) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.06.04.PLF.01 Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Tertentu,;

PERIN.06.04.PLF.01 Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Tertentu

Pelaksanaan e ko svaIAF Mo
i studi dokumen data/informasi P
Ditjen KPAII dan stidi — kebijakan
lapangan dalam penyusunan k:\z;n;:;ntg;.lril;ﬁu
Perencanaan r’ rangka - analisa Perumusan
perumusan perumusan data/informasi kebijakan
kebijakan J kebijakan terkait kebijakan | fasilitas dan
- fasilitasi pembangunan pembangunan " pengembangan
Ditjen Sektor Kawasan kawasan tertentu kawasan e I?awasang
Tertentu Tertentu
Biro
Perencanaan
Pelaksanaan studi Pengolahan
Perusahaan dokumen dan studi data/informasi serta
Kawasan lapangan dalam rangka penyusunan analisa
: perumusan kebijakan data/informasi terkait
Industri pembangunan kawasan kebijakan pembangunan
tertentu kawasan tertentu
Monitoring dan evaluasi
Inspektorat perumusan kebijakan
Jenderal pembangunan kawasan

tertentu




b.
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PERIN.06.04.PLF.02 Pendampingan Pembangunan Kawasan Tertentu;

PERIN.06.04.PLF.02 Pendampingan Pembangunan Kawasan Tertentu

Ditjen KPAII

Persiapan
Pendampingan
Pembangunan Kawasan
Industri Tertentu

Koordinasi terkait
penyelesaian aspek-aspek
yang terkait peningkatan

_"

Koordinasi terkait
penyelesaian aspek-aspek

yang terkait usulan insentif

fiskal dan non fiskal

Kementerian /
Lembaga Terkait

Pemerintah Daerah

Penyusunan dokumen
rencana pembangunan
kawasan industri,
termasuk analisis
kelayakan (Feasibility
Study) dan penyusunan
rencana induk
(masterplan)

Koordinasi antar
kementerian /lembaga
terkait dalam penyelesaian
aspek-aspek yang terkait
Kawasan Industri Tertentu

) daya saing kawasan industri
tertentu
Ditjen Sektor
¥

; Koordinasi penyediaan

Keier e lahan untuk kawasan
ATR/BPN industri tertentu
v
v

v

Pelaporan
Pendampingan

Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan
Industri Tertentu
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PERIN.06.04.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Tertentu,;

PERIN.06.04.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Tertentu

Ditjen KPAII

Ditjen Sektor

Biro
Perencanaan

Kementerian /
Lembaga Terkait

Pemerintah
Daerah

Perusahaan
Kawasan
Industri

Inventarisasi
Kebutuhan
Infrastruktur
Kawasan Tertentu

—

Koordinasi
Kebutuhan
Infrastrulktur

Kawaszan Tertentu

Monitoring, evaluasi, dan
koordinasi pembangunan
infrastruktur Kawasan
Tertentu

Monitoring, evaluasi, dan koordinasi
pembangunan infrastruktur Kawasan
Tertentu

Inspektorat
Jenderal

Monitoring, evaluasi, dan koordinasi
pembangunan infrastruktur Kawasan
Tertentu




d.
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PERIN.06.04.PLF.04 Fasilitasi dan Pemberian Perizinan Usaha Kawasan Tertentu;

PERIN.06.04.PLF.04 Fasilitasi dan Pemberian Perizinan Usaha Kawasan Tertentu

Ditjen KPAII

Ditjen Sektor

Koordinasi dalam

Bimtek Penataan
dan Penerapan
Kriteria Telnis

Kawasan Tertentu

T

Penyampaian laporan
pelaksanaan fasilitasi

dan pemberian perizinan
usaha Kawasan Tertentu

) Perencanaan rangka
Kementerian program fasilitasi pelaksanaan
/ Lembaga dan pemberian b fasilitasi dan
Terkait perizinan usaha pemberian
Kawasan Tertentu perizinan usaha
Kawasan Tertentu
Pemerintah
= Bimtek Penataan
dan Penerapan
Kriteria Teknis
T T Kawasan Tertentu
Kawasan
Industri
L
Penerimaan laporan
pelaksanaan
) fasilitasi dan
Menteri pemberian perizinan

usaha Kawasan
Tertentu




€.
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PERIN.06.04.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Tertentu; dan

PERIN.06.04.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Tertentu

Ditjen KPAII

Perencanaan
. pengawasan
Ditjen Sektor dan
pengendalian
pembangunan
Kepala Unit Kerja ?awasan ’
X ertentu
/ Kepala Unit
Pelaksana Teknis
Dinas
Perindustrian
Perusahaan

Kawasan Industri

Koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian
pembangunan
Kawasan
Tertentu

Pengawasan
dan
pengendalian
pembangunan
Kawasan
Tertentu

Monitoring dan
evaluasi pengawasan
— dan pengendalian
pembangunan

Kawasan Tertentu

Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan evaluasi
pengawasan dan pengendalian
pembangunan Kawasan Tertentu
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f.  PERIN.06.04.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tertentu.

PERIN.06.04.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tertentu

Identifikasi dan Penyusunan laporan Penyampaian laporan Koordinasi terkait

Persiapan evaluasi s ; :
analisis data terkait evaluasi
Ditjen KPAII pelaksanaan Y pembangunan g pelaksanaan ’ pelaksanaan ; pengembangan
pembangunan pembangunan pembangunan
Kawasan Tertentu Rewagan Terienti Kawasan Tertentu Kawasan Tertentu Kawasan Peruntukan
yang telah dilakukan Industri
Ditjen Sektor Koordinasi terkait
evaluasi
—> pelaksanaan —
pembangunan
Kawasan Tertentu
Pemerintah
Daerah
Perusahaan
Kawasan
Industri
Koordinasi terkait
Inspektorat evaluasi
Jenderal pengembangan
Kawasan Peruntukan
Industri
Penerimaan laporan
: pelaksanaan
Menteri B sy

Kawasan Tertentu
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22. Sub-proses PERIN.06.05 Penyebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:
PERIN.06.05.PLF.01 Pembangunan Sentra IKM di Luar Pulau Jawa; dan

a.

PERIN.06.05.PLF.01 Pembangunan Sentra IKM di Luar Pulau Jawa
e ; SR inalisasi Monitoring dan
Identifikasi Sinkronisasi dan Finalisasi !
Ditjen IKMA Penentuan dan haronisag rencana > evaluasi Program
lokasi ilai SvilAt lamiatai kegiatan DAK pembangunan
prioritas peRtaan usulan keglata Sentra IKM
Dana
. Alokasi
Kementerian Thiisig
PPN /Bappenas (DAK)

Badan Pengusulan

Perencanaan kegiatan Pada
Pembangunan agg‘::‘

Daerah

Kementerian Penentuan
K Finalisasi - Pagu 'alokam
euangan Final
> rencana |
kegiatan
Pengusulan DAK

Pemerintah ke;iagt-:n Pada Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Daerah aplikasi N harmonisasi pembangunan

Krisna usulan kegiatan Sentra I[KM
Inspektorat Monitoring dan evaluasi
Program pembangunan
Jenderal Sentra IKM




b.

PERIN.06.05.PLF.02 Revitalisasi Sentra IKM.

124 -

PERIN.06.05.PLF.02 Revitalisasi Sentra IKM

Sinkronisasi
dan
Identifikasi o Monitoring dan
£ h
Ditjen IKMA dan penilaian a::z:;ﬁast » evaluasi Program
: Revitalisasi Sentra
Penentuan kegiatan Finalisasi IKM
lokasi ———— = rencana
prioritas kegiatan DAK
Dana
Alokasi
. Khusus
Kementerian (DAK)
PPN /Bappenas
Badan ‘ v "
engusulan
PPer;ncanaan “» kegiatan Pada
BILL AT SLITIATL aplikasi krisna
Daerah
. Penentuan
Kementerian Ly Pagu alokasi
Keuangan Final
Finalisasi
rencana
kegiatan DAK
Sinkronisasi |
- Pengusulan |—b Pelaksanaan
Pemerintah kegiatan Pada L & dan Revitalisasi L
Daersh Tilesisi feri armonisasi
SRSTALETANR usulan kegiatan Sentin IKM
Monitoring dan
evaluasi terhada
Inspektorat program P
Jenderal

revitalisasi Sentra

IKM




- 125 -

23. Sub-proses PERIN.07.01 Penyediaan Kebijakan Bidang Industri terdiri atas 1 (satu) peta lintas fungsi sebagai berikut:
PERIN.07.01.PLF.01 Perumusan Kebijakan Bidang Industri.

PERIN.07.01.PLF.01 Perumusan Kebijakan Bidang Industri
‘ Penetapan
Menteri ~» kebijakan bidang
‘ industri
Unit Kerja PRrtiEsEH e mitoSmeed
s onitoring dan
Penyusup Perencanaan kebijakan Pembahasan e a_[ua%:i
Regulasi perumusan bidang industri rancangan lak
kebijakan e TOR | ‘;eeiu;a;‘:fn‘
b  kebijakan kebijakan bidang
. TS bidang industri industri
Sekretariat nous
Jenderal Pelaksanaan
harmonisasi
dalam rangka
perumusan
Kementerian kebijakan
Hukum dan bidang industri
HAM
Pembahasan
Kementerian/ rancangan
Lembaga rumusan
Terkait kebijakan
bidang industri
Monitoring dan
evaluasi
Inspektorat pelaksanaan
Jenderal Heruuaatl
kebijakan bidang
industri
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24. Sub-proses PERIN.07.02 Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Regulasi terdiri atas 1 (satu) peta lintas fungsi sebagai
berikut:
PERIN.07.02.PLF.01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Regulasi.

PERIN.07.02.PLF.01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Regulasi

Menteri

Biro Hukum

Daerah

Penerimaan
laporan

T

Pelaksanaan revisi
peraturan yang kemudian
dimasukkan ke dalam

Penyusunan laporan
pelaksanaan revisi
peraturan yang kemudian
dimasukkan ke dalam
perencanaan Program
Penyusunan Peraturan

Pelaksanaan perencanaan Program Pemerintah dan Peraturan
evaluasi Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun) tahun
peraturan Pemerintah dan Peraturan depan
’—’ perundang- Presiden (Progsun) tahun
undangan hasil depan
; . monitoring
Unit Kerja Penyusunan
Penyusun — laporan hasil
Regulasi monitoring
Perusahaan
Industri/ Pelaksanaan
Asosiasi monitoring atas
peraturan
Kementerian/ perundangan-
Lembaga undangan yang
Terkait/ telah ditetapkan
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
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25. Sub-proses PERIN.08.01 Penyelenggaran Sistem Informasi Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.08.01.PLF.01 Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional; dan

PERIN.0O8.01.FLF.01 Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional
Unit Eselon I
Terkait
Koordinasi Pembangunan/
Pusat Data : p
dan Informasi| | PETENCANaan Penyusunan dan pen_gem-ba_ngan Pengujian Momtzlrmg _dan
program penetapan aplikasi SIINas apliloasi evaluasi
pengembangan regulasi SIINas SIINas pelaksanaan
. Sistem program
Pemerintah Informasi pengembangan
Daerah Industri Sistem Informasi
: Nasional Industri Nasional
Kementerian/
S ol (SIINas)
Terkait
Sekretaris
Jenderal
v
Penyusunan dan
Biro Hukum penetapan
regulasi SIINas
v
Penerimaan
Inspektorat laporan monitoring
senderel dan evaluasi




b.
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PERIN.O08.01.PLF.02 Penyediaan Data dan Informasi Industri.

PERIN.08.01.PLF.02 Penyediaan Data dan Informasi Industri

Unit Eselon I

Pengolahan data

Terkait dan informasi
industri, meliputi
pemrosesan (a.l.
Pusat Data dan ol Verifikasi dan
Informasi B Validasi, = Pembinaan dan
engkodean, Alih pengawasan data
Bentuk dan — ; ;
Pengelntapolcaii) Penyebarluasan dan informasi
Pemerintah Analisis dag. data dan industri
Daerah Penyajian miormas
industri,
_ Koordinasi | meliputi | .
Kementerian/ identifikasi Pengadaan penyajian
Lembaga/ kebutuhan data dan informasi pada
Instansi Terkait/ data dan informasi ruang publik,
Perwakilan RI Di informasi industri diseminasi,
Luar Negeri industri disf:lg;ill.?u&:i2
; sosialisasi
Pé:;is an/ Pengolahan data termasuk
. dan informasi layanan
Industri/ industri permintaan data
Asosiasi
Masyarakat /
Perguruan
Tinggi
Negara
Lain/Lembaga/
Organisasi
Internasional
Monitoring dan
Inspektorat evaluasi program
Jenderal penyediaan data

dan informasi
industri
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26. Sub-proses PERIN.09.01 Pemantauan Sistem Pengendalian Internal terdiri atas 3 (tiga) peta lintas fungsi sebagai berikut:
PERIN.09.01.PLF.01 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Dan Akuntabilitas Bidang Industri;

a.

PERIN.09.01.PLF.01 Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Akuntabilitas Bidang Industri
Penerimaan
Seluruh Unit Iaporan
Kerja di pclaksa;la.an
i Penandatanga audit dan
:i:ngkung.ﬂn nan Berita > dilanjutkan
menterian d
Perindustrian Acara | engan
rmaus Koordinasi Pelaksanaan —# Pengumpulan * Pembahasan —® Kesepakatan | Eclaksana_an
audit dengan —| T dan analisa temuan dan Temuan dan tindak lanjut
unit terkait Yy g data || rekomendasi | Rekomendasi,
| serta | E—
Pelaksanaan dokumen
Penygaei koordinasi Tindak Lanjut Pengusunin
Inspektorat pelaksanaan audit dan laporan
Jenderal audit bidang ; pelaksanaan
A x analisa ;
industri audit
pengaduan
Penerimaan
Menteri > laporan
pelaksanaan audit




b.
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PERIN.09.01.PLF.02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan; dan

Menteri

PERIN.09.01.PLF.02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan
Penerimaan
: laporan
Seluruh Unit pelaksanaan
Kerja di Koordinasi Penandatang .| audit dan
II{.:ngkungfm dengan unit anan Berita dilanjutkan
menterian 3
Perindustrian ‘:;;ll;;nm il Pelaksanagn [ Felatanaan =8 Pembahasan 1 Kes):;:;‘;tan pelgiréizan
rangka El;try Meeurzg PERENIgI AL temuan dan Temuan dan tindak lanjut
an survei data dan . ;
pelaksanaan pendabmtoar Hhaliks dati rekomendasi Rekomendasi,
audit dan | T ] 1 serta
membuat dokumen ——
P Ti jut
Inspektorat | Penyusunan BA Haalk Limiy | laporan ||
Jenderal daftar risiko | pelaksanaan
audit
Penerimaan
N laporan
| pelaksanaan
audit
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PERIN.09.01.PLF.03 Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

PERIN.09.01.PLF.03 Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Seluruh Unit
Kerja di
Lingkungan
Kementerian
Perindustrian
Sosialisasi
Perencanaan gratifikasi
dan [Slenﬂtapan Monitoring Pelaporan
Inspektorat Kepll:llé-:san Koordinasi dan evaluasi hasil s
Jenderal kegiatan —L pelaksanaan pengglolaap pengglolaap
peRgelslaE kegiatan gratifikasi gratifikasi
gratifikasi pengz_alolaap
gratifikasi
Komisi
Pemberantasan
Kompsi Penerimaan
> laporan
S—— gratifikasi
enteri
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27. Sub-proses PERIN.10.01 Pengembangan ASN terdiri atas 3 (tiga) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a. PERIN.10.01.PLF.01 Pengadaan Pegawai;
PERIN.10.01.PLF.01 Pengadaan Pegawni
Biro
Perencanaan/
Biro Keuangan
ns Ke_ljﬂ Perencanaan
Terkait kebutuhan
ASN
7 A Pelaksanaan
Koordinasi
Bﬁ Organli)seasi Pengusulan tahapan Pengumuman dmrb‘fing dan
TP 4 formasi : pengadaan penerimaarn Pengumuman PeInbes KHaam
Daya Manusia | kebutuhan Penyampaian ASN berdasarkan dan ASN (termasulk
ASN usulan Surat penetapan penempatan)
formasi :“. & Keputusan hasil
keb:sn — Penerbitan Menpan kd:g“;““
Sekretaris = pe;‘s':’—t‘::'ji:nn Surat . lema!.rfSN Pelakisim_aan
Keputu lormasi seleksi
Jenderal formasi ASN il
r
Badan Penerimaan
Kepegawaian berkas dan
N penerapan
St NIP
Kementeian s
LANRE Tidak formasiASN v
Monitoring dan
Ingpekiorat evaluasi pengadaan <
Jernderal ASN




b.
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PERIN.10.01.PLF.02 Peningkatan Kompetensi Pegawai; dan

PERIN.10.01.PLF.02 Peningkatan Kompetensi Pegawai
| v
Pelaksanaan Penvi P
Badan evaluasi dan usulan Enyehan Pelaksanaan eyusnen
jenis dan R laporan
Pengembangan metode T e Pendidikan |—p lak
Sumber Daya pengembangan SDM __ pDik.lat dan Pelatihan pe D_ilanfan
Manusia (Diklat teknis, Diklat Licla
Industri Pe:g&s;anran Non Teknis, Tugas
Belajar
Kompetensi jar)
Pegawai
Pengusulan 2
kel;)ult{;.lhan P B Penerimaan
Biro iklat elaksanaan laporan
Oreal sy |Felakmahaan —L kebutuhan administrasi b 4
ganisasi dan analisa ensemban: > g pelaksanaan
Sumber Daya jabatan P :.ge ¢ gan alam ra.ng_ka peningkatan
Manusia ATIPEIeE: Tugas Belajar kompetensi
pegawai
‘ Penyusunan
] : Pelaksanaan laporan
U};f‘ - Llc{: ja Tugas pelaksanaan
exkalt Belajar Tugas
Belajar
y
Badan Persetujuan
Kepegawaian pelaksanaan
Negara Tugas Belajar
Morﬂt:{ing ‘dan
evaluasi
Inspektorat pelaks
kompetensi
pegawai

Jenderal




C.
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PERIN.10.01.PLF.03 Pengembangan Karier Pegawai.

PERIN.10.01.PLF.03 Pengembangan Karier Pegawai
Sekretaris Penetapan hasil
Jenderal - uji kompetensi
pegawal Pemetaan Pembuatan
karier program Peningkatan
pegawai — perencanaan karier/promosi
. berdasarkan pengembang /rotasi/
Biro —— hasil uji an karier mutasi
Organisasi Sf;n g kompetensi pegawai oW -
dan Sumber Kompetensi Pelaksanaan program
Daya. Pegawai Uji rencana
Manusia Kompetensi pengembang
Pegawai an karier
pegawai
Unit Kerja
Terkait
v
Monitoring dan
evaluasi
Inspektorat pelaksanaan
Jenderal pengembangan
kompetensi
pegawai
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28. Sub-proses PERIN.10.02 Pembinaan ASN terdiri atas 9 (sembilan) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a.

PERIN.10.02.PLF.01 Penilaian dan Pemantauan Kinerja Pegawai;

PERIN.10.02.PLF.01 Penilaian dan Pemantauan Kinerja Pegawai
; : Penyusunan Pelaporan
Uglt li{ e.;‘]a target —» hasil kinerja .
BLimL kinerja (SKP) individu Pelaksanaan MOI;“DWS
S — AR an
— P em’lalan evaluasi A
: ' | kinerja oleh hasil
BH‘? . Perencanaan atasan Penyusunan oy
Organisasi | Sosialisasi dan Sosialisasi langsung laporan pe;uia_an
dan Sumber | pengisian —# penyiapan penilaian penilaian kinerja
Daya SKP penilaian kinerja kinerja
Manusia kinerja :
v
Sekretaris Penetapan laporan
Jenderal penilaian kinerja
|
h 4
Kementerian Penerimaan
PANRB laporan penilaian
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PERIN.10.02.PLF.02 Manajemen Disiplin Pegawai;

PERIN.10.02 .PLF.02 Manajemen Disiplin Pegawai

Monitoring dan
Inspektorat evaluasi proses
Jenderal penjatuhan
hukuman disiplin
Temuan '
Komisi Aparatur
Sipil Negara/
Ombudsman RI
Laporan
terkait : Penyampaian Surat
indikasi Pemeriksaan
Unit Kerja Terkait | | pelanggaran oot fgﬁﬁ;ﬁ
disiplin laporan Hukuman Disiplin
pegawai ~p  indikasi
pelanggaran
disiplin atau
temuan
Pembahasan dan
Tim Disiplin penietapan jenis
Kementerian T, hukuman disiplin
Perindustrian S — )c’l Eﬁ;g r;kak:I?
koordinasi
untuk
dilakukan
Biro Organisasi biridak Janjat Penyusunan Monitoring dan
dan evaluasi proses
dan Sumber Daya —p A
Manusia penetapan penjatuhan
Surat hukuman disiplin
Keputusan
Penjatuhan —
Sekretaris Hukuman
Jenderal/ Menteri Disiplin
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PERIN.10.02.PLF.03 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;

PERIN.10.02.PLF.03 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Pihak Terkait
Koordinasi
terkait
pelaksanaan
" program Penyusunan
i isasi erencanaan eningkatan laporan
daBIJ:'cé S;iaenrﬁ[-?:;a kebutuhan program j' k%sejal%tergan kt?giatan
Manusia fi penibglaten. PeEgAWRL Pelaksanaan peningkatan
esejahteraan pegawai program kesejahteraan
peningkatan pegawai
kesejahteraan I
Seluruh Unit pegawai
Kerja di
Lingkungan
Kementerian
| Perindustrian
Penerimaan
laporan
Sekretaris kegiatan
Jenderal peningkatan
kesejahteraan
pegawai
Monitoring dan
evaluasi program
ln;::fcli(;:;?t — pen%nglfcatgarn
kesejahteraan
pegawai




d.
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PERIN.10.02.PLF.04 Manajemen Sistem Penghargaan;

PERIN.10.02,PLF.04 Manajemen Sistem Penghargaan
Kementerian Proses
Sekretariat usulan
SLKS
Negara
£E8 Penvampaian
usulan dan |
berkoordinasi hJ
dengan Penerimaan Pe
Biro el Dewan Gelar s ;;Ypmunan
i + €rl = laksa dan Tanda Piagam, et
Organisasi dukung kandidat » Pe sclck:;-an Kehormatan Petikan, Pemutakhiran _, pe].aksla.na.an
dan Sumber penerima Kandidat dan Medali data pegawai manajemen
Daya penghargaan SLKS bagi sistem
Manusia || Penyampaian | Pﬂglfl?smﬂ Pcndjsmbu pengharg:
surat usulan Penyampaian Y Wi
kandidat usulan 51:83“1-
penerima kandidat Ly tikan, :
penghargaan Identifikasi penerima da“b:‘;id’ah
Satyalancana i + nghargaan :
Karya Satya e ko P"br:'ﬁp““ PeSLKS penerima
(SLKS) kerja sudah s skt ’ SLKS
Unit Kerja mencapai 10, :
—#  kandidat
Terkait 20, dan 30
i das penerima
eng,harg;aan
yang belum PSiks
menerima
SLKS
Monitoring
dan evaluasi
Inspektorat pelaksanaan
Jenderal manajemen
sistem
penghargaan
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PERIN.10.02.PLF.05 Penyusunan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian;

PERIN.10.02.PLF.05 Penyusunan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Di Bidang Perindustrian

Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Industri

Biro Organisasi
dan Sumber Penyusithan ;
W pedoman formasi
jabatan
fungsional
Penyusunan
Biro Hukum standar
kompetensi
jabatan
fungsional
Kementerian bi%lang
PANRB perindustrian
Unit Kerja
Terkait

Penyusunan
petunjuk
pelaksanaan
dan petunjuk
teknis jabatan
fungsional
bidang
perindustrian

—

Penyusunan
pedoman
penulisan Karya
Tulis /Karya
[Imiah yang
bersifat inovatif
di bidang tugas
jabatan
fungsional
bidang
perindustrian

—

Penyusunan
kurikulum
pelatihan
jabatan
fungsional

—

Fasilitasi
pembentukan
organisasi

Fasilitasi
penyusunan dan
penetapan kode
etik profesi dan

profesi jabatan —= kode perilaku

fungsional
bidang
perindustrian

jabatan
fungsional
bidang
perindustrian

Koordinasi
dengan Instansi
Pemerintah
dalam rangka
pembinaan
karier jabatan
fungsional di
bidang
perindustrian

Koordinasi
dengan Instansi
Pemerintah
dalam rangka
pembinaan
karier jabatan
fungsional di
bidang
perindustrian
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f.  PERIN.10.02.PLF.06 Pelaksanaan dan Pemantauan Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian;

PERIN.10.02.PLF.06 Pelaksanaan dan Pemantauan Jabatan Fungsional Di Bidang Perindustrian
Organisasi
Profesi
Pelaksanaan
Badan sosialisasi
Pengembangan i jabatan Pengembangan ‘ Pemanata;uaq dan
fungsional sistem informasi i
Sumber Daya ' enerapan
——— Penyelenggaraan Penyelenggaraan jabatan ' Kk b? 1 'pb ¢
usia pelatihan uji kompetensi fungsional ‘ % lt‘! HJa ? Al
Industri jabatan | - jabatan ungsiona
fungsional fungsional
Unit Kerja kAbnat‘ES
£ ebutuhan
KRk pelatihan
¥ fungsional di
bidang tugas
Biro jabatan
Organisasi dan fungsional
Sumber Daya
Manusia
Kementerian
PANRB
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PERIN.10.02.PLF.07 Pengembangan Kompetensi Digital ASN Kementerian Perindustrian;

PERIN.10.02.PLF.07 Pengembangan Kompetensi Digital ASN Kementerian Perindustrian

Unit Kerja
Terkait

Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Industri

Biro Organisasi
dan Sumber
Daya Manusia

Perencanaan
pengembangan
kompetensi
digital Jabatan
Pimpinan Tinggi,
jabatan
administrasi,
dan jabatan
fungsional

Pusat Data dan
Informasi

Koordinasi
pelaksanaan
pengembangan
kompetensi
digital ASN
Kementerian
Perindustrian

Pelaksanaan
pengembangan
kompetensi
digital ASN
Kementerian
Perindustrian

—b

Pengembangan
Knowledge
Management
Center ASN

Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
pengembangan
kompetensi
digital ASN
Kementerian
Perindustrian
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PERIN.10.02.PLF.08 Pengembangan Program Pendidikan ASN yang Berbasis Kompetensi; dan

PERIN.10.02.FLF.08 Pengembangan Program Pendidikan ASN Yang Berbasis Kompetensi

Pelaksanaan MoU/kerja 7 ﬁkza:tr“;;
o sama pendidikan dal g
Ditjen KPAII dengan Perguruan tugaa[: 1’:; {;g;:
Tinggi (luar negeri) (uat negesi)
Unit Kerja
Terkait
Pelaksanaan
tugee bclaj_ar Penyusunan
Badan Perencanaan Pelaksanan Pelaksanaan dan pemberian laporan
Pengembangan program MoU/kerja sama Pembinaan beasiswa
T pemetaan .9 pelaksanan tugas
Sumber Daya pendidikan =~~~ kebutuh — pendidikan =~ —— peserta program bk e dan
Manusia dalam dan luar eopuasn dengan pendidikan Penghmbangsn Pelaksanaan b
¢ i pendidikan P Tineei Sistem —p administrasi pemberian
Industri g erguruan linggl Informasi dalam rangka beasiswa
——— Pendidikan |—— tugas belajar
Biro Organisasi
dan Sumber
Daya Manusia
Pe
Pelaksanaan Pelalcsenaan ;ﬁiﬁan
Perguruan Tinggi Meb/ kd?é';mn B tugas belajar pelaksanan tugas
Terkait Ben dan pemberian belajar dan
dengan beasiswa pemberian
Perguruan Tinggi beasiswa
Pengembangan
Pusat Data dan Sistem
Informasi Informasi
Pendidikan
Pelaksanaan
MoU /ketja sama
Biro Hukum pendidikan
dengan
Perguruan Tinggi
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PERIN.10.02.PLF.09 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian.

PERIN.10.02.PLF.09 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian

Penyusunan standar

kompeten

A L.er‘nilaaga - kompetensi Diklat
SR ASN Kementerian
Negara Perindustrian
Monitoring dan — |
; " evaluasi
e KeFJa pelaksanaan
Terkait Perencanaan Diklat ASN
kebutuhan Kementerian
Diklat ASN Pengusulan Perindustrian | |
Kementerian kebutuhan
Badan
P Perindustrian diklat dalam Penyiapan Pelaksanaan diklat
Surgn e Dagaa Penyusunan rangka | tenaga pengajar berbasis kompetensi Penpgembangan
igpid kurikulum dan manajemen diklat yang ASN Kementerian sistem
Ma‘“u‘-‘ls“ Penyusunan modul Diklat talenta ASN kompeten Perindustrian informasi
Industri standar ASN Kementerian Diklat ASN
kompetensi Kementerian Perindustrian Kementerian
o Bartinate e — 2 %
Biro Organisasi Knﬁe?tAgN crnouastrian Perindustrian
e erian
dxg Sumbel_' Perindustrian
Daya Manusia
Biro Hukum
Pengembangan sistem
Pusat Data dan informasi Diklat ASN
Informasi Kementerian
Perindustrian
Penyiapan
Balai Diklat tenaga pengajar
Industri diklat yang
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29. Sub-proses PERIN.11.01 Pelaksanaan Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien terdiri atas 14 (empat belas) peta

lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.11.01.PLF.01 Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan;

PERIN.11.01.PLF.01 Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan
Unit Kerja
Terkait
Pelaksanaan
Penerimaan Prosts i
dokumen usulan pertanggungjawab Perzgg;zrn;iaﬁlasﬂ
pertanggungjawa ar L{euangan Pencatatan Surat ' pertanggungjawaban
_ ban keuangan Jerupa Perintah keuangan
Biro Keuangan peneribitan Surat = PetiaaitEH TiaHE
Surat Perintah (SP2D)
Pembayaran (SPP)
dan Surat
Perintah
Membayar (SPM)
¢
Kantor Penerbitan Surat
Pelayanan Perintah
Perbendaharaan Pencairan Dana
Negara (SP2D)
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PERIN.11.01.PLF.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan;

PERIN.11.01.PLF.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Unit Kerja
Terkait
Pengumpulan Penyesuaian
data ADK dan - ADK dan e- ‘
Biro laporan —L Pengecekan dan Ya Analisis rekon Penyusunan Review Penyampaian
verifikasi ADK — ADK dan laporan laporan laporan
Keuangan dan laporan - laporan keuangan keuangan keuangan
dan
T I perbaikan jl__> Koreksi J
; laporan
Inspektorat Tidak keL?angan kie?;xll‘a?n
Jenderal &
Badan
Pemeriksa
Keuangan
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PERIN.11.01.PLF.03 Pengendalian Anggaran Kementerian;

PERIN.11.01.PLF.03 Pengendalian Anggaran Kementerian
Unit Kerja
Terkait
Pengumpul
an Gate ~_Y Pelaksanaan
i A : dap i i Upload
s Verttdan % pengondain — [0 i
elangan analisis anggaran
.+ . i . ) I
| | Y.
Kanwil Ditjen Tidak Menerima . J
Perbendahara Usilan , Persetuju
an Revisi DIPA an




- 147 -

PERIN.11.01.PLF.04 Pengelolaan Barang Milik Negara;

PERIN.11.01.PLF.04 Pengelolaan Barang Milik Negara

Biro Umum

Unit Kerja Pengadaan Pelaksanaan

Terkait Barang '—l labelisasi

dan Jasa < BMN Pemeliharaan 1
5 L BMN di BMN Pemindah Penyusunan
iro Penghapusan laporan
Keuangan aplikasi Pelaksanaan tangensn =¥ BMN ™ pengelolaan
ane SIMAK konsiliasi Pengamanan BMN BMN
rekonsiliasi BMN
data BMN Pelaksanaan i
Kementerian penetapan
Keuangan status
~» penggunaan
¥ dan
Pihale pemanfaatan
Penyewa BMN
Pihak Pemeliharaan Pemindaly
> BMN tanganan
Terkait BMN
Pengamanan
BN Monitoring dan

Inspektorat evaluasi

Jenderal pengelolaan

BMN




PERIN.11.01.PLF.05 Penataan dan Evaluasi Organisasi;
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PERIN.11.01.PLF.05 Penataan dan Evaluasi Organisasi

Unit Kerja
Terkait Pembahasan
Koordinasi dan
evaluasi s Penyusunan —— L
Biro O Pt Pelaksanaan kelembagaan ::::ﬁ:g Per;{wsunan
ro Organisasi evaluasi 5 e o onsep
dan Sumber berdasarkan kelembagaan akademik Penyusunan Koo;il[:‘lam Peraturan Pelaksanaan
Daya Manusia secara reguler regulasi Penyampaian Menteri harmonisasi
' gu perabahan konsep pembahasan tentang rancangan
struktur naskah pemb;l.han Struktur Peraturan
organisasi akademis oit[;ni;:l; . Organisasi Menteri
Kementerian dan regulasi g dan Tata tentang
PANRB perubahan Kerja OStrukl tur
struktur rganisasi
—— organisasi —— —— dan Tata
Kerja
Biro Hukum
Kementerian
Hukum dan
HAM
Y
Penetapan
Peraturan Menteri
Menteri

tentang Struktur
Organisasi dan
Tata Kerja




f.
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PERIN.11.01.PLF.06 Pengelolaan Tata Laksana;

PERIN.11.01 PLF.06 Pengelolaan Tata Laksana

Unit Kerja fcordinali
i nasi
Terkait dan istribusian - Penpampaiar Pelaksanaan
TIYUSuUnan monitoring
pembahasan dmgfl;m:rapt:n kebutuhan ——— Ya_ dolumen | dan svatiasl
Biro penyusunan TEgUias: pet Penyampaian SOP secara SOPke Pembentukan | dokumen Penyusunan
Orghmse || Po5oxeet | | | Fumyusunen Jroess bl —L dolaumen peta reguler Verifikasi J melmEl it tim evaluasi dan laporan hasi
dan Sumber o] e o e Penetapan prases bisnis SOP unit A penerapan lapangan evaluasi
Rementerian proaca regulasi Kementeri kerja es bisnis ol
Daya bisnis : TR IRTL rleait pros pengelolaan
Manuaia terkait peta Perindustrian ol dan SOP tata laksana
proses bisnis r
- %
Sclircturis kementerian ] — I
Jenderal/ Tidak
Menteri
Pelaksanaan
monitoring dan
Tim Evaluasi evaluasi
dokumen dan
lapangan
Koordinasi Penerimaan
5 dokumen peta
Kementerian | ,onhahasan proses bisnis
PANRB penyusunan Kementerian Penerimaan
Peta Proses Perindustrian laporan hasil
evaluasi i
pengelolaan
tata laksana
Menteri
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g. PERIN.11.01.PLF.07 Peningkatan Layanan Kepegawaian;

PERIN.11.01.PLF.07 Peningkatan Layanan Kepegawaian
Penyampaian Penerimaan hasil
Unit Kerja | | usulan layanan putusan atas
Terkait administrasi aridinas 11811131:1 l'ayana'm
kepegawaian e administrasi
terkait kepegawaian
usulan
Y
e i adlrijgz_ir;?:lasi Froscs Pemutakhiran
Organisasi Penerimaan e’ aifan i ——
dan Sumber | | USulan layanan peg fspernare: | ia pega
Daya ; mintstas) administrasi ine
. epegawaian .
Manusia kepegawaian Purictapan
: keputusan
Sl _, atas usulan
Jendma%/ TR
Menteny administrasi
? kepegawaian
Penerimaan
Kementerian usulan
/Lembaga layanan —
Terkait administrasi
kepegawaian
Monitoring dan
evaluasi
Inspektorat pelaksanaan
Jenderal layanan
administrasi
kepegawaian




h.
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PERIN.11.01.PLF.08 Peningkatan Layanan Persuratan dan Arsip Kementerian Perindustrian;

PERIN.11.01.PLF.08 Peningkatan Layanan Persuratan dan Arsip Kementerian Perindustrian

Pengelolaan

Unit Kerja persuratan Peng'elola:.an
Terkait unit arsip unit
Perencanaan
program peningkatan Pengelolaan Pengelolaan
’ layanan persuratan ersuratan arsi
Baa thaum 4 danparsip Klizmenterian Kementgrian Bl
Kementerian Perindustrian Perindustrian
Perindustrian
N
L, |
Dukungan sistem
Pusat Data informasi
dan persuratan
Informasi Kementerian
Perindustrian
. 4
Biro Pengunggahan arsip
Hubungan terbuka ke website
Masyarakat Kementerian
(PPID) Perindustrian
Arsip Penerimaan
Nasional arsip
Republik Kementerian
Perindustrian

Indonesia




1.

PERIN.11.01.PLF.09 Pemberian Layanan Kesehatan Bagi Pegawai Kementerian Perindustrian,;
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PERIN.11.01.PLF.09 Pemberian Layanan Kesehatan Bagi Pegawai Kementerian Perindustrian

Unit Kerja
Pusat

Biro Umum

Perencanaan
pemberian layanan
kesehatan

w

Pemenuhan peralatan
kesehatan dan obat-
obatan

Pemberian
layanan
kesehatan

Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan
evaluasi
pemberian
layanan
kesehatan
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PERIN.11.01.PLF.10 Dukungan Keprotokolan Pimpinan;

PERIN.11.01.PLF.10 Dukungan Keprotokolan Pimpinan
L
Unit Kerja
Terkait
_ Pendampingan
Pendampingan pelaksanaan _
, pelaksanaan rapat pimpinan Penerimaan
Biro Umum Persiapan pemberian kegiatan kun]lllngsim
dukungan pimpinan tamu pimpinan
keprotokolan
pimpinan
Unsur
Keamanan
f




k.
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PERIN.11.01.PLF.11 Pengadaan Barang dan Jasa; dan

PERIN.11.01.PLF.11 Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Umum

I

Informasi

Pelaksanaan
pengadaan
sesuai
dengan
peraturan
terkait
Unit Kerja
Terkait
Pusat Data
dan

Pelaksanaan
proses
pengadaan
melalui

lelang

A 4

Pelaksanaan
proses
pengadaan
melalui
swakelola

Penerimaan
barang dan
jasa

Tidak

»/ Spesifikasi,
\ sesuai? / yg

Pencatatan
barang dan
jasa




L.
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PERIN.11.01.PLF.12 Peningkatan Layanan Legislasi;

PERIN.11.01.PLF.12 Peningkatan Layanan Legislasi
Penyusunan
Unit chja rancangan
Terkait peraturan
perundang-
Perencanaan undangan R N
peyusunan rancangan ——
petaturan I'> peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan
Biro Hukum
Harmonisasi
rancangan
peraturan
perundang-
undangan
Kementerian
Hukum dan
HAM
Pembahasan
Kementerian rancangan
/Lembaga peraturan
Terkait perundang-
undangan

[

Penetapan

rancangan
peraturan
perundang-
undangan

Pengundangan
rancangan
peraturan

perundang-
undangan

Pembuatan
salinan
peraturan
perundang-
undangan

Publikasi /
penerbitan /
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
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m. PERIN.11.01.PLF.13 Peningkatan Layanan Advokasi Hukum; dan

PERIN.11.01.PLF.13 Peningkatan Layanan Advokasi Hukum

Unit Kerja
Terkait

Biro Hukum

Penyampaian
kasus

Penelaahan kasus

Aparat
Penegak
Hukum

Pendampingan
penyelesaian kasus




n.
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PERIN.11.01.14 Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik.

PERIN.11.01.PLF.14 Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik

Biro Humas

Perencanaan
program
informasi dan

komunikasi publik

Kementerian
Kominfo

Kantor Staf
Presiden

Kementerian
PANRB

Ombudsman
RI

Komisi
Informasi
Publik

Sekretariat
Komisi VII DPR
RI

Kementerian/
Lembaga
Terkait

Koordinasi
program
peningkatan
informasi
dan
komunikasi
publik

Pelaksanaan

program
peningkatan

informasi

komunikasi
publik

Penyusunan laporan
_y Program pt:nf'_ngka‘tan
informasi dan
komunikasi publik

Menitoring dan
evaluasi program
peningkatan informasi
dan komunikasi publik

Sekretariat
Jenderal

Menerima laporan
program peningkatan
informasi dan
komunikasi publil

Inspektorat
Jenderal

Monitoring dan
evaluasi program
peningkatan informasi
dan komunikasi publik
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30. Sub-proses PERIN.12.01 Perencanaan Pembangunan Industri terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.12.01.PLF.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri;

PERIN.12.01.PLF.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri

Menteri Astlarial Penetapan
penyusunan ™ : 1
dokuisien (Permenperin)
parencana.an —
pembanguna
. n industri
Sekretaris (RIPIN, KIN,
Jenderal Renja FI)
Biro Pembahasan ‘
i outline dan —p  Sosialisasi
Perencanaan A
substansi pokok ‘
Pembahasan
Penyampaian usulan keseluruhan
4 ke dalam Progsun substansi dan
ket e | Prioritas (PP, Perpres, | | finalisasi draft
‘ Permenperin) (RPP/RPerpres/
! RPermenperin)
: : Pembahasan
T Panitia Antar
Kementerian Kementerian (PAK)
Perindustrian dan harmonisasi
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
/Lembaga
Terkait
Presiden L Penetapan

(PP dan Perpres)
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PERIN.12.01.PLF.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Lintas Sektoral,

PERIN.12.01.PLF.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Lintas Sektoral

Kementerian [
Lembaga terkait

Unit Kerja
Terkait

Permohonan
koordinasi terkait
perencanaan
pembangunan
industri lintas
sektor dari
Kementerian /
Lembaga / Unit
Kerja
Kementerian
Perindustrian

i

Biro Perencanaan

Identifikasi isu,
latar belakang,
dan
permasalahan

Inventarisasi
data primer [
sekunder

Penyampaian
rekomendasi /
tanggapan [
masukan
Memformulasikan Penyampaian
Pﬁﬁ:gagagaan rekomendasi / rekomendasi /
dan informasi tanggapan. / tanggapan. /
masukan masukan




C.

PERIN.12.01.PLF.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Daerah; dan
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PERIN.12.01.PLF.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Daerah
Penerimaan
Menteri permohonan koordinasi
terkait perencanaan
pembangunan industri
daerah dari pimpinan /
pemerintah daerah
Seleretird provinsi dan kabupaten
i als / kota [/ Kementerian /
SRS Lembaga
- i Pengolahan Memformulasikan
Biro ﬁenﬁimsu, dan analisis rekomendasi /
S ng, data dan t a /
Perencanaan anggapan
dan permasalahan informasi masukan
e Kﬂfjﬂ Tindak lanjut
Terkait Pt
Inventarisasi ev&lulasi atas
data primer / isu
i sekunder perencanaan
Kementerian / pembangunan
Lembaga industri
Terkait daerah
Pemerintah
Daerah
Provinsi dan
Kabupaten /
Kota
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PERIN.12.01.PLF.04 Penyusunan Analisis Isu Strategis Sektor Industri.

PERIN.12.01.PLF.04 Penyusunan Analisis Isu Strategis Sektor Industri
Menteri
Penugasan terkait
analisis isu strategis /
penyiapan bahan
pimpinan
Sekretaris
Jenderal
lal Penyusunan
. k: ? _ ala?inan konsep awal Penyampatan
e po i rekomendasi — rekkomendasi
Perencanaan pcng;mpula.n Lebijakan/ kebijakan /
il bahan pimpinan bahan pimpinan
Verifikasi dan
: i Pengolahan validasi atas
Unit Kerja L dan analisis f— 5 konsep awal | |
Terkait data rekomendasi
kebijakan /bahan
pimpinan
Kementerian/
Lembaga
Terkait




31.
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Sub-proses PERIN.12.02 Perencanaan Kinerja dan Program terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a.

PERIN.12.02.PLF.01 Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan; dan

PERIN.12.02.PLF.01 Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan

Kementerian
PPN/Bappenas

Kementerian
Keuangan

Biro Perencanaan

Unit Kerja Terkait

Penyusunan
angka dasar

Penyusunan
RKA Pagu
Indikatif

Kementerian

Perindustrian

Menteri

Dewan
Perwakilan

Rakyat

Rapat Kerja
Menteri dengan
DPR tentang
Pagu Anggaran

Penyusunan
REA Pagu
Anggaran

Kementerian

Perindustrian

Y

Rapat Kerja
Menteri dengan
DFPR tentang
Pagu Alokasi

Penyusunan REKA
Pagu Alokasi
Kementerian

Perindustrian

Finalisasi dan
penyerahan
DIPA
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PERIN.12.02.PLF.02 Penyusunan Rencana Kinerja.

PERIN.12.02.PLF.02 Penyusunan Rencana Kinerja
Menteri AAATRE
penyusunan
dokumen Penetapan
rencana kinerja dokumen rencana
. (Renstra, kinerja
Sekretaris Renkin, Tapkin)
Jenderal
Pembahaszan
Biro outline dan
Perencanaan substansi Sasialsanl
pokok
Pembahasan
Penyampaian keseluruhan
usulan ke substansi dan
Biro Hukum dalam Progsun —# finalisasi draft
Prioritas (Renstra,
[Renstra) Renkin, dan
Tapkin)
Sinkronisasi
Unit Kerja dan
Terlkait harmonisasi
draft Renstra
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
PPN /Bappenas
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32. Sub-proses PERIN.12.03 Monitoring dan Evaluasi Program, Kinerja, dan Pembangunan Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas
fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.12.03.PLF.01 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Industri; dan

PERIN.12.03.PLF.01 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Industri

Menteri Penugasan
terkait
monitoring dan |
evaluasi
pembangunan
Sekretaris industri
Jenderal
Pembahasan ‘
. 5 te;l;a:ttmet_akde (- e Pengolahan dan [ Finalisasi da_n
Biro Perencanaan i Ek'_ “d analisis data periy2mpaiin
mcﬂ::;\F :_{Lréij an laporan
Pembahasan
laporan

Unit Kerja Terkait

Pengumpulan
L e
data

Kementerian /
Lembaga Terkait

Pemerintah
Daerah
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PERIN.12.03.PLF.02 Monitoring dan Evaluasa Progra_m dan Kinerja.

mmmmwmmmmm
[ 1 [ L ]
Jenderal | Peougasen |
| penyusunan
prug]‘nm?;nm-— | .
: S 1 | | |
PPN/Bappenas | | "o |
na L
Kementerian PAN- : | | E
RB | | | Koordinasi dan Verifikasi dan
—o | pengumpulan _l I-hvl knnﬁr.m‘nalha,ﬁl :
. da — date T e e
Biro Perencanaan . | ’mmd;n —| . : ‘ | :I_J"‘r mﬁm |
| | ;__::mm_ml! i
Unit Kerja Terkait I f _. Lo{ Reviu lnporan [—] |
| E—— . e | ‘ TS
Jenderal ; ]!
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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